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Abstrak 

 

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik telah memberikan 

keterbukaan informasi public dan kemudahan mengaksesnya. UMKM merupakan 

salah satu contoh penerima manfaat dari informasi tersebut. UMKM berperan 

sebagai penyumbang devisa negara dari sektor ekonomi dan perpajakan meskipun 

jumlahnya relatif kecil. Stimulasi perpajakan yang dibuat pemerintah seperti 

penurunan tarif pajak ternyata belum cukup baik dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Dalam hal ini peran informasi publik dan komunikasi bisnis sangat 

dibutuh. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang bertujuan pertama, untuk 

menganalisis secara parsial pengaruh informasi publik dan pemahaman wajib 

pajak  terhadap kepatuhan, kelanjutan usaha dan pengembngan jaringan 

komunikasi bisnis. Kedua menganalisis mediasi pemahaman, kepatuhan dan 

kelanjutan usaha terhadap hubungan antara informasi publik dan pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis. Sampel penelitian sebanyak 316 orang, dengan teknik 

incidental purposive, dengan menyebarkan kuisioner. SEM merupakan metode 

analisis yang digunakan dengan bantuan warppls. Ditemukan hasil bahwa secara 

parsial informasi publik dan pemahaman  wajib pajak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan, kelanjutan usaha dan pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis. Efek mediasi parsial pemahaman wajib pajak terhadap 

hubungan informasi public dan kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi 

terbesar. Sementara mediasi penuh pada pemahaman wajib pajak, kepatuhan dan 

kelanjutan usaha terhadap hubungan antara informasi publik dan jaringan 

komunikasi bisnis.   

 

Kata Kunci: Informasi Public, Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan, Kelanjutan 

Usaha dan Jaringan Komunikasi Bisnis. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Reformasi 1998 merupakan gerakan serentak anak bangsa Indonesia untuk 

melakukan perubahan dalam system tata kelolah bernegara. Dampak dari gerakan 

reformasi 1998 tidak saja terjadi dalam hal pengelolaan penyelenggara dan 

penyelenggaraan Negara, tetapi berdampak terhadap interaksi dan dinamika social 

di Indonesia.  Menurut mohammadgie (2011) diantara  dampak reformasi 

disamping diberikan kebebasan dalam berpendapat reformasi juga dapat 

menyalurkan aspirasi serta ktitik kepada pemerintah. 

Khusus dalam bidang informasi, implementasi keseriusan pemerintah untuk 

melakukan reformasi dalam informasi di wujudkan dengan lahirnya undang-

undang keterbukaan informasi public (UUKIP) nomor : 14 tahun 2008 tentang 

keterbuaan Informasi Publik. Salah satu tujuan undang undang ini untuk 

menjamin hak  masyarakat untuk dapat mengetahui rencana, peroses serta alasan 

dalam suatu  keputusan public.  Menurut Sofian Munawar Asgart 2012) melalui 

undang undang ini memberi peluang kepada masyarakat untuk partisipasi dalam 

kebijakan public, serta mendorong penyelenggara Pemerintah agar lebih 

transparansi dan akuntabilitas.  

Salah satu penyelenggara berkaitan dengan keterbukaan informasi public 

adalah kementerian keuangan dan lebih khususnya bidang Dirjen pajak. 

Kementerian keuangan sebagai salah satu penyelenggara pelanyan Publik, maka 

berkewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi public sebagai 

mana diatur dalam menurut Undang-undang no; 14 tahun 2008, Bab 5 pasal 17 

bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi 

Publik untuk mendapatkan Informasi Publik. 

Disisi lain, salah satu penerimaan manfaat dari informasi public adalah 

UMKM. Di Indonesia jumlah usaha kecil sebanyak 93,4%, dan usaha menengah 

5,1% serta usaha besar hanya 1%.  Menurut data Kementerian Keuangan 

(liputan6.com, 2018). sektor UMKM memiliki 65 persen (60 juta UMKM) dari 
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total pelaku usaha pada perekonomian Indonesia, serta mampu memberikan 

sumbangan pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 60 % dengan menyerap 

tenaga kerja sebesar 97%.  Karena itu pemerintah berusaha agar usaha UMKM ini 

tidak boleh bertahan pada usaha kecil saja, tapi harus naik level agar bisa bertahan 

dan berkelanjutan  (sustainability). 

Dilihat dari penerimaan pajak dari sektor UMKM setiap tahun selalu 

mengalami peningkatan meskipun sangat kecil yaitu hanya  sebesar 5,7 Tirliun 

(0.0038 %), bila dibanding dengan total penerimaan pajak tahun 2018 sebesar 

1500 terliun dengan tahun sebelumnya cukup bervariasi  

Tabel 1. 1 Tabel Jumlah Wajib Pajak dan Nilai Penerimaan 

 Pajak dari UMKM 

No Tahun Wajib Pajak Nilai Pajak/ trilyun 

1 2013 220 424,000,000.000 

2 2014 532 200,200,000,000.000 

3 2015 780 300,500,000,000.000 

4 2016 1,450.00 400,300,000,000.000 

5 2017 1,500.00 500,800,000,000.000 

6 2018 1,800,000 500,700,000,000.000 
Sumber: https://majalahpajak.net/menggali-kontribusi-sektor-umkm/ 

download, 

 

Berbagai upaya dilakukan pemeriantah untuk meningkatan pendapat pajak 

dari sector UMKM diantaraanya, penurunan tarif pajak menjadi 0,5% terhadap 

UMKM yang memiliki  omzet maksimal Rp. 4,8 miliar pertahun. Akan tetapi 

kenyataannya turunnya tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen ternyata 

belum cukup baik untuk meningkatkan kelas UMKM. 

Rendahnya penerimaan pajak dari kalanhan UMKM melahirkan berbagai 

pertanyaan sekiranya dapat dijadikan sebagai hipotesis awal untuk menjawab 

kenapa rendahnya tingkat  kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM, 

Berdasarkan penelitian kalsum (2016) bahwa factor dominan yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak itu sediri berikutnya 

baru pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan. Berbagai fenomena rendahnya 

tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menyisihkan beberapa pertanyaan:  

Pertama Apakah rendahnya pemahaman dan penerimaan pajak dari 

kalangan UMKM berhubungan dengan ketersediaan informasi Publik, atau 
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apakah berkaitan dengan ketiadaan konten media publik mengenai perpajakkan 

ataukah boleh jadi disebabkan keterbatasan dikalanagn UMKM dalam mengakses 

informasi mengenai perpajakan, sehingga mereka tidak paham atau salah perspesi 

dalam memahami perpajakan, sehingga kesalahan dalam memahami serta 

menerima informsi dari media public mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku 

para pelaku UMKM terhadap pajak tersebut.  Bermula dari terpaan informasi dari 

berbagai media Publik mempengaruhi persepsi dan lebih lanjut mempengaruhi 

tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Menurut Teun A. van Dijk, 

(2012 ; 17 ) bahwa pola pengetahuan, sikap dan ideology akan kuat disebabkan 

laporan media yang berulang-ulang.  Oleh karena itu peranan media publik dalam 

menyediakan  informasi Publik mengenai perpajakkan akan berdampak terhadap 

pemaham dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, kata lain apabila media selalu 

mengulang ulangi pesan-pesan tentang perpajakkan maka akan mendorong 

persepsi dan prilaku audien sebagaimana  arahan media public tersebut.  

Pertanyaan berikutnya adalah apakah rendahnya tingkat  kepatuhan 

UMKM dalam membayar pajak, akankah berdampak terhadap sustainability 

(keberlansungan) usaha serta perkembangan jejaringan komunikasi bisnis pelaku 

usaha UMKM tersebut. Hubungan Antara kepatuhan pajak wajib pajak terhadap 

Sustainability usaha UMKM dilihat dalam prespektif  psikologi (kenyamanan) 

pelaku UMKM itu sendiri, artinya membayar pajak merupakan kawajiban 

berdasarkan Undang-Undang yang harus di laksanakan oleh setiap pelaku usaha, 

sementara disisi lain, mereka (UMKM) yang tidak patuh dalam membayar pajak, 

merupakan kondisi yang kontra produktif, sehingga hal  ini mendorong polemic 

dalam diri pelaku UMKM yaitu polemik antara tuntutan membayar pajak disatu 

sisi dan disisi lain tidak terpenuhinya kewajiban membayar pajak oleh pelaku 

UMKM.  Susana yang dialami serta dijalani berulang ulang di duga dapat 

membuat mereka tidak nyaman dalam berusaha. akhirnya kondisi seperti inilah 

yang akan dapat mendorong serta mempengaruhi kelancaran usaha mereka, 

seperti adanya rasa takut ketahuan tidak patuh pada regulasi perpajakan yang ada. 

Beranjak dari rasa  ketidaknyamanan dalam berusaha, disenyalir akan 

berdampak terhadap sikap mental dan motivasi mereka dalam mengembangkan 
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jejaringan usahanya. Persoalan motivasi dan mental usahan yang di alami oleh 

pelaku UMKM disebabkan ketidak jelasan bagi mereka mengenai informasi 

tentang perpajakan sehingga membuat mereka ragu-ragu dalam mengembangkan 

jejaringan usaha mereka. Menurut R.B. Suharta salah satu sikap mental 

wiraswasta ialah harus memiliki ketahanan fisik dan mental baik kesehatan 

jasmani, rohani, kesabaran dan ketabahan. Sejalan dengan Atkinson dalam 

supriono (2016) menyatakan bahwa seseorang berusaha melakukan suatu 

perkerjaan di pengaruhi oleh tiga hal  yaitu (1) motivasi, (2) ekspektasi dan (3) 

insentif. Kata lain apabila informasi public yang tersedia dan pemahaman  mereka 

terhadap kontens media tidak memenuhi demensi  motivasi, ekspektasi dan isentif 

para pelaku UMKM dalam menjalan usaha maka akan melemahkan semangat 

untuk bertahan, menjaga keberlangsungan usaha  serta mengembangkan 

jejaringan usaha mereka.  

Penelitian ini mencoba melakukan kajian berkaitan dengan pengaruh 

ketersediaan Informasi Publik tentang perpajakan terhadap peningkatkan 

pemahaman, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan semangat untuk 

tetap menjaga kerberlangsungan (Sustainabelity) usaha serta pengembangan 

jejaringan usaha di kalangan UMKM. Kajian ini dinilai sangat perlu dilakukan, 

mengingat sudah 11 tahun diberlakukannya undang undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang keterbukann informasi Publik. Kata lain apakah keberadaan 

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public 

(KIPP) dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan 

penyelenggara yang transparansi dan akuntabel, dalam konteks ini adalah 

peningkatan pemahaman tentang perpajakan, tingkat kepatuhan bayar pajak, serta 

semangat untuk mempertahan keberlangsungan (sustainabelity) dan 

mengembangkan jejaringan usaha di kalangan UMKM di Pekanbaru. 

 Pemahaman terhadap suatu regulasi tidak hanya bertujuan untuk 

terjaminnya keberlansungan kehidupan social dalam masyarakat serta bernegara, 

akan tetapi melalui regulasi diharapkan ada uapaya rekayasa social menuju 

kepada yang lebih baik sebagaimana di harapkan oleh regulasi itu sendiri, 

misalnya regulasi mengenai perpajak, menurut supriono (2016 : 236) bahwa 
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undang undang perpajakan mempengaruhi perilaku manusia kerena undang 

undang berusaha memotivasi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak dalam 

jumlah dan waktu yang tepat, disamping itu hukum pajak juga dapat dijadikan 

upaya dalam  mencapai tujuan ekonomi dan social.  

Bermula dari adanya undang-undang keterbukaan informasi public baik 

dalam kontek pasif  maupun aktif. Pada dataran pasif   dimaknai  penyelenggara 

kebijakan public hanya bersifat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 

mengakses informasi public. Sementara maksud bersifat aktif yakni 

penyelenggara kebijak public mempublikasikan informasi public keberbagai 

media massa. Kata lain penyelenggara kebijak publik telah mempublikasikan 

kepada media publik dan membuka kesempatan serta jaminan kepada masyarakat 

untuk mengakses serta berpartisipasi dalam keputusan atau  kebijakan public 

terhadap informasi yang di publikasikan. Lebih lanjut  apakah ketersedian 

informasi public telah mampu mendorong meningkatnya pemahaman, tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta apakah UUKIPP  dan tingkat 

kepatuhan dalam membayar pajak  telah memotivasi para pelaku UMKM dalam 

mempertahan melanjutkan usaha (Sustainabelity) usaha dan semangat 

mengembangkan jejaringan usaha dikalangan UMKM di Kota Pekanbaru akan 

menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dengan judul “Pengaruh Informasi 

Publik, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak, terhadap 

suatainability dan komunikasi bisnis UMKM Pekanbaru. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah  ada pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap tingkat  

Pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak dikalangan UMKM? 

2. Apakah  ada pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap tingkat  

kepatuhan dalam membayar pajak, Sustainability usaha dan Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis UMKM Kota Pekanbaru ? 

3. Apakah  ada pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tingkat  kepatuhan 

dalam membayar pajak, Sustainability usaha dan Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis UMKM Kota Pekanbaru ? 

4. Bagaimanakah Pengaruh antar variabel apabila variabel saling menjadi  

mediasi  bagi variabel lainnya 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini  adalah: 

1. Untuk mengenali secara pasti pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap 

tingkat  Pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak dikalangan UMKM 

2. Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap tingkat  

kepatuhan dalam membayar pajak, Sustainability usaha dan Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis UMKM Kota Pekanbaru  

3. Untuk memastikan pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tingkat  

kepatuhan dalam membayar pajak, Sustainability usaha dan Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis UMKM Kota Pekanbaru  

4. Untuk mengetahui secara pasata pengaruh antar variabel apabila variabel saling 

menjadi  mediasi  bagi variabel lainnya 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak 

sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dan peraturan yang 

lebih spesifik berkaitan dengan penetapan tarif pajak berdasarkan sektor 

usaha, kondisi, tipe, lama usaha dan ukuran (mikro, kecil, menengah, dan 



7 

 

besar) dengan memperhatikan rata-rata margin keuntungan yang diperoleh 

sehingga mampu untuk membayar pajaknya secara sukarela. 

2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan pertimbangan 

Pemerintah dalam pengelolaan informasi Publik secara umum dan  khusus 

dalam pembinaan UMKM yang berkelanjutan, (sustainability) serta dalam 

membinan jejaringan bisnis pelaku UMKM. dan mampu bersaing secara 

nasional dan internasional 

Dampak dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan pemahaman, kepatuhan pelaku UMKM untuk membayar pajak 

sehingga dapat menunjukkan  peran serta  mereka dalam meningkatkan 

sumber penerimaan negara dari sektor pajak sebagai sumber pembiayaan 

pemabungan nasional 

2. Meningkatnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya memanfaatkan 

pelayanan berkaitan dengan ketersediaan informasi publik sebagai upaya 

menjaga Sustainability dan pengembangan jejarangan komuniksi bisnis bagi 

usahanya. 

3. Hasil penelitian dapat di publikasikan sebagai karya ilmiah yang di harapkan 

menjadi bahan informasi bagi pemerintah dan pelaku usaha khususnya sector 

UMKM di Indonesia 

Rencana Dan Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dapat selesai selama 6 bulan dengan rincian: 

1. Pembuatan proposal selama 1 bulan 

2. Pengajuan dan penetapan penerimaan penelitian selama 1 bulan 

3. Pembuatan instrument penelitian selama 15 hari 

4. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuisione selama 1 bulan 

5. Penghitungan dan tabulasi data 15 hari 

6. Penulisan laporan penelitian 1 bulan  

7. Presentasi hasil penelitian dan perbaikan selama 1 bulan 

Selanjutnya tahapan dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menyempurnakan proposal penelitian dengan memastikan sampel yang 

digunakan dan menyusun instrument penelitian 
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2. Melakukan pre-test atas instrument penelitian sebelum disebarkan ke 

responden 

3. Mengumpulkan dan memberikan pengarahan kepada tim penyebar kuisioner  

mengenai kuisioner yang harus diisi oleh responden serta memastikan alamat 

dari setiap UMKM di Pekanbaru memiliki kontak person sehingga akan 

mempermudah pekerjaan tim 

4. Memastikan bahwa setiap kuisioner telah terisi dengan baik oleh setiap 

responden berdasarkan perkecamatan yang ada di Pekanbaru sehingga 

memudahkan dalam mentally/ mengkalkulasikan data penelitian oleh tim 

pengolah data 

5. Mengolah data dengan bantuan alat statistik Warppls versi 6.0 sehingga 

membantu dalam menjawab setiap pertanyaan penelitian. 

6. Menganalisis jawaban dari setiap hipotesis dikaitkan dengan teori dan hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan. 

7. Membuat laporan penelitian dan menyiapkan bahan presentasi hasil penelitian 

dalam bentuk power point. 

 

 



 
 

 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep dan Teori Yang Relevan 

2.1.1 Teori  Atkinson  

Teori yang mempelajari motivasi terhadap hukum pajak pada perilaku manusia 

adalah teori Atkinson. Teori Atkinson menjelaskan bahwa dorongan kuat  individu 

bekerja dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu  motivasi, ekspektasi dan insentif. Atkinson 

juga menerangkan bahwa ada 2 tipe individu yakni pertama, individu mengutamakan 

prestasi daripada kegagalan, kedua individu takut gagal daripada memerlukan 

prestasi.  

Selanjutnya teori Atkinson menjelaskan bahwa nilai keberhasilan seseorang 

dalam melakukan pekerjaan yang rumit berbanding terbalik dengan probabilitas 

(harapan) keberhasilan. Harapan keberhasilan tersebut adalah memperoleh kepuasan 

ataupun reward yang lebih tinggi dari pekerjaan sulit yang telah dilakukannya. 

Karena itu, teori Atkinson menyatakan bahwa nilai keberhasilan insentif bergantung 

pada probabillitas keberhasilan. Artinya suatu pekerjaan yang dilakukan dengan 

kemungkinan keberhasilannya tinggi akan menerima nilai insentif rendah, sebaliknya 

pekerjaan dengan kemungkinan keberhasilan rendah akan memiliki nilai  insentif  

tinggi.  

2.1.2 Media Informasi Publik 

Perkembangan teknologi telah memicu ketersedian informasi bagi masyarakat, 

misalnya media social,  melalui media social telah memudahkan masyarakat 

berkomunikasi. Kemudahan akses infromasi serta komunikasi telah menghilangkan 

sekat social dan geografis serta adminitratif. Menurut Simeon Edosomwan et.al 

(2011)  media sosial tidak hanya berdampak terhadap  aspek komunikasi manusia, 

tetapi juga berberdampak pada bisnis. 

Kehadiran media massa dan news media bukan sekedar penyediaan informasi 

publik tetapi kehadirannya juga membawa perubahan  dalam masyarakat. Menurut 
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Wawan Herawani  (2012) media massa tidak hanya sekedar mengubah norma budaya 

tetapi juga dapat merubah perilaku individu dan masyarakat disamping itu media juga 

berguna dalam mendukung program yang direncanakan pemerintah. Sementara itu  

Teun A. van Dijk, (2012 ; 17 ) mengatakan bahwa pola pengetahuan, sikap dan 

ideology akan kuat disebabkan laporan media yang berulang-ulang. 

Sejalan dengan Teori Penentuan Agenda merupakan salah satu daripada teori 

komunikasi massa yang melakukan kajian mengenai efek media. Menurut teori ini 

efek media dapat mempengaruhi perilaku audiens dengan cara membuat penonjolan-

penonjolan isu publik sehingga isu-isu publik tersebut menjadi isu –isu yang sangat 

penting pula oleh audiens atau masyarakat. 

2.1.3 UMKM dan Keberlanjutan (Sustainability) 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang 

no.20 tahun 2008 menetapkan kriteria dari usaha tersebut. Tabel 2.1.  berikut ini 

merupakan penjelasannya. 

Tabel 2. 1 Penentuan Indeks Ukuran Usaha 

Keterangan 
Jumlah 

Karyawan 
Aset Usaha (Rp) Omset Usaha (Rp) 

1. Mikro  <4 Orang  0 – 50 Juta  0 – 300 Juta 

2. Kecil  5-19 Orang  50 Juta -500 Juta  300 Juta – 2,5 Miliar 

3.Menengah  20-99 Orang  500 Juta - 10 Miliar 2,5 Miliar – 50 Miliar 

4. Besar  >100 Orang  >10 Miliar  >50 Miliar 
Sumber : Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM 

 

Menurut  UU no. 20 tahun 2008 pasal 7 ayat 1 bahwa pemerintah bersama 

pemerintah daerah berperan dalam mengembangkan UMKM meliputi aspek (1) 

Pendanaan, (2) Sarana dan prasarana, (3) Informasi usaha, (4) Kemitraan, (5) 

Perizinan usaha, (6) Kesempatan berusaha, (g) Promosi dagang, (7) Dukungan 

kelembagaan.  Peranan UMKM yang paling besar kontribusinya adalah mampu 

mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sehingga mampu 

meningkatkan Produk Domestik Bruto. Pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 

1998, UMKM  berperan sebagai penyelamat ekonomi masyarakat, produksi mereka 
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dapat lebih efisien di pasar internasional dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 

85%. Sementara krisis ekonomi tahun 2009 UMKM berperan sebagai penyerap 

tenaga kerja, namun untuk ekspor turun dibanding tahun 1998 dikarenakan daya beli 

masyarakat tujuan ekspor menurun sehingga berdampak pada penurunan nilai ekspor 

Indonesia.  Karena itu  semua negara melakukan penghematan dan menganjurkan 

untuk mengoptimalkan mengkonsumsi produksi dalam negeri.  

Aktivitas UMKM di Indonesia tidak lepas dari hambatan  (dalam Wilantara dan 

Rully, 2016:43-44)  seperti korupsi (pungutan liar, rumitnya biaya perizinan),  

sulitnya akses pembiayaan, dan inflasi. Hambatan UMKM yang terbesar saat ini 

adalah menurunnya daya beli dikarenakan fluktuasi suku bunga dan masuknya 

pemodal kuat dalam pasar UMKM. Oleh sebab itu pemerintah mesti menjalankan 

strategi agar UMKM tetap ada, melalui kegiatan (dalam Wilantara dan Rully, 2016: 

72): (a) kebijakan pencegahan penutupan usaha, (b)kebijakan untuk bertahan 

(survival), (c) kebijakan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Selain itu diperlukan 

juga adanya upaya yang berkelanjutan (sustainability) dari berbagai lembaga dan 

kementrian di Pemerintah dan sektor perbankan untuk mengembangkan UMKM. 

Salah satu  usaha yang telah dilakukan pemerintah adalah  program pengembangan 

ekonomi produktif melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B). Dalam 

hal ini pelaku UMKM mesti menjalankan kegiatannya berdasarkan pada azas 

berkelanjutan yaitu azas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses 

pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara 

berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. 
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2.2 Kajian terdahulu Yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan UMKM sudah banyak dilakukan. Namun 

penelitian yang berkaitan dengan informasi publik dan jejaring komunikasi bisnis 

dengan kepatuhan pajak belum ada dilakukan. Penelitian sebelumnya meneliti 

kepatuhan pajak dengan variabel penggetahuan akuntansi, pemahaman  akuntansi dan 

ketentuan pajak, kesadaran pajak, moral tax, serta meneliti dampak sebelum dan 

setelah diberlakukannya tarif pajak baru.  Berikut kajiannya: 

Kalsum dkk (2016) yang meneliti pada 100 UMKM di Kota  Pekanbaru 

memperoleh hasil bahwa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 

pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Faktor yang dominan 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak.  

Sumianto dan Heni (2015) menyatakan bahwa (1) Kepatuhan pajak dipengaruhi 

oleh pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan pajak. Wajib pajak tidak 

membayar pajak disebabkan oleh tingginya tingkat kesulitan perpajakan, diantaranya 

keharusan paham akuntansi dan ketentuan perpajakan. Semakin tinggi pemahaman 

akuntansi dan ketentuan perpajakan, maka akan semakin baik pelaksanaan perpajakan 

dan akan semakin tinggi kepatuhan pajak.  

Selanjutnya Widayanti dkk  (2017) yang meneliti Pengaruh  Financial  Literacy  

Terhadap Keberlangsungan  Usaha (Business Sustainability) Pada UMKM  Desa 

Jatisari, dengan 38 sampel, dan teknik purposive sampling serta analisis regresi 

linier sederhana. Disimpulkan bahwa pengetahuan keuangan (financial literacy) 

berpengaruh terhadap business sustainability UMKM sebesar  28,9  % 

Pada kajian lain, Tatik (2018) menyatakan  bahwa (1). Sebelum diberlakukan 

PP No. 23 tahun 2018, tidak ada pelaku UMKM yang patuh pajak dikarenakan:  

pertama mereka  tidak tahu adanya PP tersebut.  Kedua mereka yang tahu tidak bisa 

melaksanakan kewajiban pajak disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia 

dalam mengurus pembukuan dan perpajakan. Kedua sebab ini dipandang sebagai 

suatu hal yang merepotkan dan tidak mampu mengurus sendiri. (2) Setelah 

diberlakukan PP no. 23 tahun 2018, semua pelaku UMKM mengapresiasi kebijakan 
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penurunan tarif  pajak  dari 1% menjadi 0,5% dan bersedia bayar pajak, karena itu 

mereka butuh informasi lebih detail, bimbingan serta pelayanan ramah dan mudah 

dari kantor pajak.  

Sedangkan Hendrawati (2017) menyatakan bahwa (1). Pengetahuan akuntansi 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengggunaan informasi akuntansi 

pada UMKM. (2). Jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, masa memimpin 

perusahaan, skala usaha secara parsial tidak mempengaruhi pengggunaan informasi 

akuntansi. Pengetahuan akuntansi dan pemahaman akuntansi dengan baik  diperlukan 

dalam rangka menggali dan memahami berbagai informasi yang berkaitan dengan 

akuntansi, perpajakan dan investasi.  

 Dipihak lain Andi Syahruddin Alam dan Muhammad Iqbal Sultan (2016) 

meneliti  terhadap 123 sampel masyarakat kota Palu dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan Angket. Adapun metode analisis data menggunakan  korelasi antar 

variable. Hasil penelitiannya adalah  bahwa terdapat pengaruh keterbukaan informasi 

publik melalui SITUNG online pilkada terhadap pengetahuan sebesar 5,6% dan 

terhadap sikap sebanyak 18% dan sedangkan pengaruh perilaku   20%. Meskipun 

pengaruh antar varibel lemah namun ketersediaan infomasi publik berdampak 

terhadap audiens. 
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2.3 Hipotesis 

Menurut Van Dijk, (1995: 17 ) bahwa pola pengetahuan, sikap dan ideologi 

akan kuat disebabkan laporan media yang berulang-ulang. Sementara itu  Supriono 

(2016 : 236) menjelaskan bahwa undang undang perpajakan mempengaruhi perilaku 

manusia karena undang undang berusaha memotivasi wajib pajak untuk membayar 

pajak dalam jumlah dan waktu yang tepat, Oleh karena itu peranan media publik 

dalam menyediakan  informasi publik mengenai perpajakan akan berdampak terhadap 

pemahaman dan kepatuhan pajak.sementara iitu  Sumianto dan Heni (2015) 

menyatakan bahwa (1) Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi dan 

pemahaman ketentuan pajak, artinya semakin tinggi pemahaman akuntansi dan 

ketentuan perpajakan, maka akan semakin baik pelaksanaan perpajakan dan akan 

semakin tinggi kepatuhan pajak. Selanjutnya hasil kajian yang lakukan oleh 

Widayanti dkk  (2017) yang meneliti Pengaruh  Financial  Literacy  Terhadap 

Keberlangsungan  Usaha (Business Sustainability) Pada UMKM  Desa Jatisari, 

dengan 38 sampel, dan teknik purposive sampling serta analisis regresi linier 

sederhana. Disimpulkan bahwa pengetahuan keuangan (financial literacy) 

berpengaruh terhadap business sustainability UMKM sebesar  28,9 %. Berdasarkan 

kajian Atkinson dalam Supriono (2016) mengatakan bahwa seseorang berusaha 

melakukan perkerjaan di pengaruhi oleh tiga dimensi  yaitu (1) motivasi, (2) 

ekspektasi dan (3) insentif.. Karena itu ketersediaan informasi publik dan kepatuhan 

pajak dinilai sangat perlu sehingga akan menumbuhkan semangat mengembangkan 

jejaringan komunikasi bisnis Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis berikut : 

HX1.1. = Informasi publik dapat mempengaruhi pemahaman  wajib pajak dalam 

membayar pajak  

HX1.2.  = Informasi publik dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak 

HX1.3. =  Informasi publik dapat mempengaruhi sustainability usaha 

HX1.4. =  Informasi publik dapat mempengaruhi pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis 
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HX2.1.  = Pemahaman pajak wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak 

HX2.2. = Pemahaman pajak wajib pajak  dapat mempengaruhi sustainability usaha  

HX2.3. =Pemahaman pajak wajib pajak dapat mempengaruhi pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis 

HY1.1. = kepatuhan pajak wajib pajak mempengaruhi keberlanjutan usaha 

HY1.2.  = Kepatuhan pajak wajib pajak mempengaruhi pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis 

H4. =Keberlanjutan usaha dapat mempengaruh pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis 

H5 = Informasi publik mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak dimediasi 

oleh pemahaman wajib pajak 

H6  = Informasi publik mempengaruhi keberlanjutan usaha di dimediasi oleh 

pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak 

H7  = Informasi publik mempengaruhi pengembangan jaringan komuniksi bisnis di 

dimediasi oleh pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak serta 

kelanjutan usaha 

H.8.  = kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi  dimediasi kelanjutan usaha 

 

Hipotesis penelitian ini telah diuji dengan menggunakan software warppls 3.0, 

dengan penjelasan dibawah ini. 
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2.4 Disain Penelitian 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka disain penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

  

 

H1.1 

H1.2 

H1.3 

H1.4

H2.1 

H2.2

H2.3 

H3.1 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H3.2 

Keterangan: 

INFOPUB (X1)   = Informasi Publik 

PAHAMWP (X2) = Paham Wajib Pajak 

PATUHWP (Y1) = Kepatuhan Wajib Pajak 

LANJUTUS (Y2) = Lanjut Usaha 

JKOMBIS (Y3)  = Jaringan Komunikasi Bisnis 

 

Direct Effect = (1) X1→X2; (2) X1→X2;  (3) X1→X3; (4) X1→X4……(H1) 

     (5) X2→X1; (6)X2→X2; (7) X2→X3;…………………..(H2) 

     (8) Y1→Y2; (9)Y1→Y3; ……………………..………….(H3) 

   (10) Y2→Y3; ………………….…..…………………….(H4) 

  

Indirect Effect =  (11) X1→X2-Y1……………….…..…………………….(H5) 

 (12) X1→X2→Y2………………..………..…………….(H6) 

 (13) X1→X2→Y3………………..……..……………….(H7) 

 (14) Y1→Y2→Y3………………………….…………….(H8) 

 
Gambar 2. 1 Desain Penelitian  Pengaruh Ketersediaan Informasi Publik, Pemahaman 

Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak, Sustainability  Usaha Dan  

Pengembangan  Jejaringan  Komunikasi Bisnis Umkm  Di Pekanbaru 

 



 
 

 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dimana metode penelitiannya 

berlandaskan pada filsafat positivisme.  

3.1.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM di Pekanbaru. aktif 

yang terdaftar sebanyak 13.639 UMKM. Berdasarkan pada Peraturan Wali Kota 

(Perwako) no.96 Tahun 2015 UMKM yang telah memiliki Izin Usaha Mikro Kecil 

(IUMK)  adalah sebanyak 1.516 usaha, sehingga diperoleh sampel sebanyak 316 

UMKM. Penentukan  jumlah sampel menggunakan rumus  Rumus Slovin : 

 

Keterangan: 

n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05. 

 

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah dengan menyebarkan  kuisioner kepada 

responden. Dan teknik angket merupakan data primer. Sumber data peneliti adalah 

pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.  

3.1.4 Pengertian dan Pengukuran Variabel Operasional 

Variabel independen penelitian ini adalah ketersediaan informasi public (X1) 

dan pemahaman wajib pajak (X2). Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib 

pajak (Y1) dan sustainability usaha (Y2) dan Pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis (Y3).  Lebh jelasnya dapat dilihat pada table 3.4 berikut : 

  

n = N/N(d)
2 

+ 1 
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3.1.5 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menjelaskan data 

dan analisis multivariate untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan 

menggunakan Structural Equation Model (SEM) dibantu oleh program WarpPLS 6.0. 

Persamaan penelitian ini  sebagai berikut : 

Y1,2,3 = a + b.X1+bX2+e  

Dimana : 

X1 : Informasi Publik 

X2 : Pemahaman Wajib Pajak 

Y1 : Kepatuhan Wajib Pajak 

Y2 : Sustainability  

Y3 :  Pengembangan Jejaringan Komunikasi Bisnis 

a :Nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0  

Tabel 3.4  

Defenisi dan Pengukuran Variabel Oprasional Penelitian  

Variabel Indikator 

Informasi Publik (X1)   

 

1. Akses Media (X1.1.) 

2. Konten Media (X1.2) 

3. Orientasi Media (X.1.3) 

Pemahaman wajib pajak (X2) 

 

1. Ketentuan Pajak (X2.1) 

2. Menghitung Pajak  (X2.2) 

3. menghitung sendiri pajak  penghasilan 

yang mesti dibayar ( (X2.2) 

Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y1) 1. Tidak menunggak (Y1.1) 

2. Tepat waktu (Y1.2) 

3. Sesuai tarif (Y1.3) 

4. Jujur,benar dan lengkap (Y1.4) 

Keberlanjutan Usaha ( Sustainability 

of bussines)  (Y2) 

1. Memiliki izin usaha 

2. Kesempatan sama 

3. Miliki fasilitas usaha 

4. Optimis berkembang 

5. Akses mendapatkan  modal 

Pengembangan Jaringan Komunikasi 

Bisnis (Y3) 

1. Mitra dengan asosiasi  

2. Mitra dengan pemerintah 

3. Promosi offline 

4. Promosi online 
Sumber:  data olahan 2020 
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b :Koefisien regresi, yaitu angka pada variable terikat  yang didasarkan pada variable 

bebas.  

 

Rumusan nilai a dihitung dengan :  

a = 
      

 
 

Nilai b dihitung dengan rumus:  

b = 
          

         
 

Taraf signifikan jikalau nilai probabilitas (signifikansinya) kecil dari α = 0,05, 

maka Ha diterima dan H0 ditolak apabila sebaliknya  tingkat probabilitas 

(signifikansi)  besar dari α = 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, jelasnya dapat 

dilihat dirumus pada berikut:  

Dengan skor koefisien Korelasi yang menjadi patokan sebagaimana berikut :   

0,00 - 0,199  : Paling Rendah  

0,20 - 0,399  : Rendah  

0,40 - 0,599 : Cukup Kuat  

0,60 - 0,799  : Kuat  

0,80 -1,000  : Sangat kuat  

 

Persamaan Umum Struktural dijabarkan dari persamaan diatas, sebagai berikut: 

 

Endogen (Y) = Eksogen (X) + Error 

Paham wajib pajak (X1)= Infopub (X1)+ Error  .................................... H1 

Kepatuhan wajib pajak (Y1) = Infopub (X1)+ Error ............................. H2 

Kepatuhan wajib pajak (Y1) = Paham wajib pajak (X2)+ Error ............ H3 

Kelanjutan usaha (Y2)=Informasi publik (X1) )+ Error ........................ H4 

Kelanjutan usaha (Y2)=Paham wajib pajak (X2) )+ Error ..................... H5 

Kelanjutan usaha (Y2)=Kepatuhan wajib pajak (Y1) )+ Error .............. H6 

Jarkombis (Y3)= Informasi publik (X1) )+ Error .................................. H7 

Jarkombis (Y3)= Paham wajib pajak (X2) )+ Error ............................... H8 

Jarkombis (Y3)= Kepatuhan wajib pajak (Y1) )+ Error ........................ H9 

Jarkombis (Y3)= Kelanjutan usaha (Y2) )+ Error ................................ H10 

 

Patuhwp (Y1)  =  Inforpub (X1) + Infopub (X1) X Pahamwp (X2) + Z1(H11) 

Lanjutus (Y2)  =  Inforpub (X1) + Infopub (X1) X Pahamwp (X2) + Z2(H12) 
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Jarkombis(Y3)=  Inforpub (X1) + Infopub (X1) X Pahamwp (X2) + Z3(H13) 

Jarkombis(Y3)=  Patuhwp (Y1) + Patuhwp (Y1)X Lanjutus (Y2) + Z4(H14) 

 

 

Persamaan Model Pengukuran: 

X1.1= β1 Infopub + ε1 

X1.2= β2 Infopub + ε2 

X1.3= β3 Infopub + ε3 

X1.4= β4 Infopub + ε4 

X1.5= β4 Infopub + ε4 

X1.6= β4 Infopub + ε4 

X1.7= β4 Infopub + ε4 

X2.1= β1 Pahamwp + ε1 

X2.2= β2 Pahamwp + ε2 

X2.3= β3 Pahamwp + ε3 

Y1.1= β1 Patuhwp + ε1 

Y1.2= β2 Patuhwp + ε2 

Y1.3= β3 Patuhwp + ε3 

Y1.4= β3 Patuhwp + ε3 

Y2.1.1= β1 Lanjutus + ε1 

Y2.1.2= β1 Lanjutus + ε1 

Y2.1.3= β1 Lanjutus + ε1 

Y2.1.4= β1 Lanjutus + ε1 

Y2.1.5= β1 Lanjutus + ε1 

Y3.1.1= β2 Jarkombis + ε2 

Y3.1.2= β2 Jarkombis + ε2 

Y3.1.3= β2 Jarkombis + ε2 

 
Keterangan: 

INFOPUB (X1)   = Informasi Publik 

PAHAMWP (X2) = Paham Wajib Pajak 

PATUHWP (Y1) = Kepatuhan Wajib Pajak 

LANJUTUS (Y2) = Lanjut Usaha 

JKOMBIS (Y3)  = Jaringan Komunikasi Bisnis 

β1,2,3,4…7 adalah faktor loading dari indikator X1 ke konstruk Informasi Publik. 

β1,2,3, adalah faktor loading dari indikator X2 ke konstruk Pemahaman Wajib Pajak 

β1,2,3,4 adalah faktor loading dari indikator Y1 ke konstruk Kepatuhan Wajib Pajak 

β1,2,3,4,5, adalah faktor loading dari indikator Y2 ke konstruk Kelanjutan Usaha 

β1,2,3,4 adalah faktor loading dari indikator Y3 ke konstruk Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisinis 
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Pada penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM). SEM 

digunakan dalam analisis multivariate disebabkan oleh: 

1. SEM dapat menguji model penelitian secara kompleks secara simultan. 

2. SEM dapat menganalisis variabel yang tidak dapat diukur langsung (unobserved 

variables) dan memperhitungkan kesalahan pengukurannya.  

Pengujian  SEM-PLS bergantung kepada kualitas uji Validitas, reliabilitas dan 

kelayakan model pengukuran (goodness of fit test). Ada dua tahap pengujian dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Analisis deskriptif data 

2. Analisis hipotesis 

 Tahapan analisis data dengan SEM-PLS (Solihin, 2013, hal.16) terdiri dari : 

A. Model Pengukuran Reflektif 

1. Analisis validitas serta reliabilitas masing-masing konstruk dan variabel laten. 

 Reliabilitas konsistensi internal: composite reliability dan cronbach alpha lebih 

besar dari 0,70 (dalam penelitian eksplorasi 0,60 – 0,70 masih dapat diterima). 

Validitas konvergen: loading indikator lebih besar dari 0,70 

Validitas diskriminan:  

1) Kuadrat Avarage Variance Extracted (AVE) lebih besar daripada korelasi antar 

konstruk  

2) Loading indikator yang diukur lebih besar daripada loading ke konstruk lain 

(cross-loading rendah). 

2. Evaluasi kelayakan (goodness of fit) menggunakan beberapa indikator  model 

pengukuran, yaitu Avarage Path Coefficient (APC), Avarage R-Squared (ARS), 

dan Avarage Variance Inflation Factor (AVIF). Nilai APC dan ARS harus lebih 

kecil dari 0,05 atau berarti signifikan. Selain itu nilai AVIF sebagai indikator 

multikolonieritas harus lebih kecil dari 5 

  



 
 

 
 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskriptif Data 

Pada Bab ini akan di sajikan dua bagian yakni bagian hasil penelitian yang 

berisikan mengenai identitas responden serta tanggapan responden mengenai 

pertanyaan yang di ajukan dalam bentuk angket. Peyajian data menganai 

tanggapan responden ini dalam bentuk diskriptif kuantitatif sementara itu sajian 

bagian kedua ialah analisis terhadap data yang telah di kumpulkan.  

Analisis dilakukan dengan metode word LPS yaitu untuk melihat bagaimana 

hubungan serta bagaimana kontribusi variable X terhadap Variabel Y. analisis ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran kunatitatif mengenai hubungan 

kontribusi antar variable yang di kaji. 

Dalam laporan ini pertama akan disajikan mengenai tanggapan responden 

mengenai pertanyaan angket yang di sebarkan kepada 300 responden namun 

setelah dilakukan verifikasi, maka angket yang dapat dianalisis sebanyak 285 

responden kerena dari  300 reseponden ditemukan sebanyak 15 responden yang 

tidak lengkat menjawab pertanyaan berkaitan dengan varibel X dan varibel Y. 

Berikut ini disajikan tabel 4.1. mengenai sampel yang digunaan dalam penelitian: 

Tabel 4. 1 Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah Persentase 

Sampel  316   

Kuisioner terkumpul 300 95% 

Data tidak lengkap 15 5% 

Sampel digunakan 285 90% 

Sumber: data olahan 2021 

  
Kesepurnaan responden dalam mengisi poin-poin dalam jawaban angket di 

nilai sebagai bagian yang sangat penting, hal itu disebabkan kesempurnaan isian 

jawaban responden akan memperngaruhi hasil analisis terhadap variable kajian 

dalam penelitian ini. Penyajian bagian pertama ini terbagi kepada tiga bagian 

yaitu pertama bagian idenetitas responden, kedua bagian respon variable X dan 

bagian ketiga disajikan mengenai tanggapan responden mengenai Variabel Y.  

lebih jelas dapat di lihat pada penjelas berikut. 
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4.1.1 Identitas Responden 

Identitas responden terbagi kepada tiga klasifikasi yaikni, jenis Usaha, 

pendidikn, Modal usaha, dan kondisi usaha disaat pondemi covid 19 para pelaku 

UMKM di kota Pekanbaru, lebih jelas dapat dilihat lebih lanjut:    

4.1.1.1 Jenis Usaha Responden  

Jenis usaha responden adalah jenis usaha yang sedang di geluti oleh pelaku 

UMKM termasuk sebagai sampel dalam penilitian, jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4. 2 Jenis Usaha Responden 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Dagang 236 82,8 

2 Industri 4 1,4 

3 Jasa 40 14,0 

4 Lain-lain 3 1,1 

5 Total 285 100,0 
       Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka dapat dlihat bahwa sebanyak 236 orang 

atau 82,8 persen jenis usaha UMUK adalah pedangan, selanjutnya disusul oleh 

pelaku dalam bidang Jasa sebanyak 40 atau 14.% responden, kemudian pelaku 

Industri sebanyak 4 atau 2,4% resonden dan terakhir oleh pelaku UMKM lain-lain 

sebanyak 3 ata 1.1% dari total 285 responden. 

4.1.1.2 Pendidikan Pelaku UKMK 

Selanjutnya identitas responden berkaitan dengan tingkat pendidikan 

responden, lebih jelaskan lihat table 4.2 berikut. 

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa mayoritas pendidikan pelaku responden 

adalah tamatan sekolah  Lanjutan atas (SLTA) sebanyak 182 (63.9%) responden 

selanjutnya diikuti oleh tamatan Diploma/S1 sebanyak 53 (18.6%) responden, 

kemudian sebanyak 32 (11.2%) responden tamat sekolah lanjutan pertama (SLTP) 

dan terakhir tamat Sekolah dasar (SD) sebanyak 9 (3.2%) dari total 285 

responden. 
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Tabel 4. 3 Pendidikan Terakhir 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 SD 9 3,2 

2 SLTP 32 11,2 

3 SLTA 182 63,9 

4 Dipl/Sarjana 53 18,6 

5 Total 285 100,0 
      Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

4.1.1.3 Modal Usaha Pelaku Usaha UMKM Responden 

Menyinggung mengenai modal usaha UMKM responden dapat dilihat pada 

table 4.4 berikut :  

Tabel 4. 4 Modal Usaha 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Kurang dari 50 Jt 222 77,9 

2 Rp. 50 - 500 jt 61 21,4 

3 Rp. 500 s/d 1 M 1 0,4 

4 4.00 1 0,4 

5 Total 285 100,0 
       Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

Pada Tabel 4.4 diatas dapat di lihat bahwa modal usaha pelaku UMKM 

responden dimana yang bermodal 500 jt s/d 1 M hanya sebanyak 4% (1) 

responden, sementara memiliki model usaha sebesar 50 s/d 500 jt sebanyak 61 

(21.4%) responden sedangkan modal usaha Responden yang dominan adalah 

bermodalkan kurang dari 50 jt adalah sebanyak 222 (77.9%) dari 285 total 

responden. 

4.1.1.4 Omset Penjualan UMKM Responden Selama Pondemi Covid 19  

Menyangkut kondisi UMKM sampel kajian, memiliki kondisi yang 

berbeda selama pondemi covid 19, untuk lebih terangnya dapat dilihat pada 

table 4.5 selanjutnya: 

Tabel 4. 5 Omset Penjualan Selama Pandemi Covid 19 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Kurang dari 50 Jt 222 77,9 

2 Rp. 50 - 500 jt 61 21,4 

3 Rp. 500 s/d 1 M 1 0,4 

4 4.00 1 0,4 

5 Total 285 100,0 
       Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 



25 

 

Dari table 4.5 diatas digambarkan bahwa kondisi omset UMKM sampel 

selama pondemi Covid 19, memiliki kondisi cukup variatif, berdasarka table 

tersebut maka terdapat penurunan Omset penjualan UMKM sampel sebesar 

29,5% (84) responde mengalami penurut lebih dari 30% dari omsetnya, 

selanjutnya penurun omset sebesar 25 % s/d 30% sebanyak 52 (18,2%) 

responden, berikutnya penurunan omset paling dominan adalah penurunan omset 

sebesar 20% s/d 25% yakni sebanyak 92 (32.3%) responden, sedangkan 

responden yang penurunan omsetnya kurang dari 20% sebanyak 55 (19.3) 

responden dari 285 total responden. 

4.1.2 Tanggapan Responden 

4.1.3 Tanggapan Mengenai Informasi Publik 

Pada bagian ini disajikan data berhubungan dengan tanggapan responden 

mengenai informasi public (variabel X1) dengan tujuh pertanyaan dan Pemaham 

Perpajakan (X2) dengan tiga pertanyaan, lebih jelasnya akan uraikan sebagai 

berikut : 

4.1.3.1 Informasi Publik (X1) 

Salah satu varibel dalam kajian ini Informasi Publik maksudnya berkaitan dengan 

ketersediaa Informasi Publik yang disediakan oleh penyelanggara urusan public, 

untuk variable iformasi Publik ini terdapat 3 indikator yaitu Akses infromasi 

public, Konten Informasi Publik dan Orietasi Informasi Publik, pejelasan lebih 

detail akan dibahas pada penjelasan berikut ini.   

4.1.3.1.1 Akses Informasi Publik. (X1.1) 

Maksud dari akses Informasi Publik ini adalah adanya kemudahan bagi 

responden dalam akses Informasi Publik. Akses informasi public di bagi kepada 3 

indikator sebagai berikut : 

4.1.3.1.1.1 Kemudahan Akses Informasi Publik. 

Maksud dari kemudahan akses informasi public di sini adalah kemudahan 

responden dalam akses informasi public ini bervariasi, lebih jelas bisa di lihat 

pada tabel 4.6 berikut :   
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Tabel 4. 6 Kemudahan Akses Informasi Publik 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 8 2,8 

2 Kurang setuju 38 13,3 

3 Cukup Setuju 117 41,1 

4 Setuju 111 38,9 

5 Sangat Setuju 11 3,9 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas maka tingkat kemudahan responden dalam 

mengakses Informasi Publik bervariasi, lebih jelasnya bahwa responden yang 

menyatakan sangat mudah dalam mengakses informasi Publik adalah sebanyak 11 

(3,(%), selanjutnya yang menyatakan setuju untuk mengakes ialah sebanyak 111 

(38,9%), berikutnya disusul oleh pernyataan cukup setuju sebesar 41.1% (117) 

responden, dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 38 (13.3%), sedangkan 

yang menyatakan  sangat tidak setuju sebanyak 8 (2.8%) dari 285 Total 

responden. 

4.1.3.1.1.2 Akses Informasi Publik Via Media Konvensional 

Menyinggung masalah akses informasi public dikaitan dengan media apa 

mengakses informasi public tersebut. Akses infromasi public konvensional  yang 

dimaksud disini yakni media konversional adalah media berkategori media 

Eletronik seperti TV,radio, media Cetak massa maupun nirmassa seperti Koran, 

majalah, brosur dan lainnya yang digunkan responden untuk mendapatkan 

informasi Publik mengenai perpajakan. 

Jelasnya tanggapan responden tersebut  dapat dilihat pada table 4.7 dimana 

terdapat secara berurutan dari urutan terkecil ke besar maka sebanyak 9 (3,2%) 

responden menyatakan mereka mengakses informasi public melalui media 

konversional, dan selanjutnya sebanyak 20 (7%) menyatakan sangat setuju, 

selanjutnya sebanyak 57 (20 %) menyatakan kurang setuju, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 95 (33,3%) sedangkan yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 103 (36,1%) dari 285 total responden. Lebih jelas dapat dilihat 

pada table 4.7 berikut : 
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Tabel 4. 7 Akses Informasi Publik Media Konvensional 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 9 3,2 

2 Kurang setuju 57 20,0 

3 Cukup Setuju 103 36,1 

4 Setuju 95 33,3 

5 Sangat Setuju 20 7,0 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

4.1.3.1.1.3 Akses Informasi Publik Via New Media 

Instrumen yang berkaitan juga dengan media yang digunakan oleh 

responden dalam mendapatkan informasi public adalah Newmedia, yang termasuk 

dalam kategori Newmedia dalam kajian ini meliputi, WhatsApp (WA), Face book, 

Medsos, Youtube, Web. Instagram, internet. Lebih jelas mengenai hal tersebut 

dapat di lihat pada table 4.8 berikut ini : 

Tabel 4. 8 Akses Informasi Publik New Media 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 12 4,2 

2 Kurang setuju 62 21,8 

3 Cukup Setuju 95 33,3 

4 Setuju 86 30,2 

5 Sangat Setuju 30 10,5 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Menurut tabel 4.8 diatas responden yang menyatakan sangat setuju bahwa 

mereka mengkases informasi public melalui NewMedia sebanya 30 (10,5%), 

berikut yang menyatakan setuju sebanyak 86 (30,2%) selanjutnya sebanyak 95 

(33,3%) menyatakan cukup setuju, dan untuk menyatakan kurang setuju sebanyak 

62 (21,8%) sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 12 (4,2%) 

dari total 285 responden.  

4.1.3.1.2 Kontens Informasi Publik (X1.2) 

Penjelasan berikut ini mengenai Konten Informasi Publik maksdunya yaitu 

pemaham responden terhadap konten/isi pesan yang mereka akses baik di melalui 

media konvensional maupun Newmedia. Untuk klasifikasi ini  terdapat dua 
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instrume yakni pertama kejelasan isi pesan dan kedua  tingkat pemaham 

responden terhadap isi pesan yang mereka akses tersebut. lebih jelas gambaran 

varitas jawaban responden tentang kejelasan isi pesan yang mereka akses dapat 

dilihat pada tabel 4.9 berikut :  

Tabel 4. 9 Konten Informasi Publik Tentang Pajak Jelas 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 11 3,9 

2 Kurang setuju 31 10,9 

3 Cukup Setuju 94 33,0 

4 Setuju 134 47,0 

5 Sangat Setuju 15 5,3 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Tabel 4.9 diatas menggambarkan bahwa yang menyatakan sangat tidak 

setuju mereka paham mengenai isi pesan dari infromasi public yang mereka akses 

sebanyak 11 (3,9%) selanjutnya menyatakan Sangat Setuju sebanyak 15 (5,3%), 

dan sebanyak 31 (10,95) menyatakan kurang setuju, berikutnya sebanyak 94 

(33%) menyataka cukup setuju sedangkan yang menyatakan setuju adalah yang 

paling banyak yakni 134 (47%) dari 285 total responden. 

Sedangkan berkaitan dengan tingkat pemahaman responden tentang isi 

pesan Informasi public yang mereka akses dapat dilihat pada table 4.10 berikut :  

Tabel 4. 10 Konten Paham Isi Informasi Publik Tentang Pajak 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 10 3,5 

2 Kurang setuju 39 13,7 

3 Cukup Setuju 105 36,8 

4 Setuju 122 42,8 

5 Sangat Setuju 9 3,2 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Pada table 4.10 digambarkan banyak responden yang menyatakan mereka 

sangat paham isi pesan sebanyak 9 (3,2%) dan sebanyak 122 (42,8%) menyatakan 

setuju, selanjutnya yang menyatakan cukup setuju sebanyak 105 (36,8%), 

berikutnya yang menyatakan kurang setuju sebanyak 39 (13,7%) sementara yang 
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menyatakan sangat tidak setuju adalah sebanyak 10 (3,5%) dari 285 total 

responden. 

4.1.3.1.3 Orientasi Akses Informasi Publik  

Maksud dari Orientasi Akses Informasi Publik adalah mengenai tujuan dari 

responden mendapatkan informas public tersebut, dalan indicator orientasi akses 

informasi public ini terdapat 2 instrumen yakni akses informasi public dengan 

orientasi edukasi artinya bertujuan untuk sarana pendidikan bagi mereka 

mengenai perpajak disisi lain orientasi akses informasi public ini adalah untuk 

mengupdate informasi mengenai perpajakan yang telah mereka ketahui 

sebelumnya.  

Kejelasan orientasi akses informasi public ini terdapat dua table yaitu table 

4.10 dan tabel 4.11 berikut ini : 

Dalam tabel 4.11 dibawah ini menjelaskan mengenai orientasi responen 

mengkases informasi public. Dari 285 total responden, maka sebanyak 9 (3,2%) 

menyatakan sangat kurang setuju orientasi mereka mengakses sebagai sarana 

pendidikan (edukasi), sebanyak 22 (7,7%) menyatakan kurang setuju, dan 

menyatakan sangat setuju sebanyak 23 (8,1%) sementara itu responden yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 73 (25,6%) sedangkan yang menyatakan 

setuju sebanyak 158 (55,4%) responden. 

Tabel 4. 11 Orientasi Ketersediaan Informasi Publik Untuk Dapat Belajar 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 9 3,2 

2 Kurang setuju 22 7,7 

3 Cukup Setuju 73 25,6 

4 Setuju 158 55,4 

5 Sangat Setuju 23 8,1 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Menyinggung  penekanan orientasi responden untuk mengupdate informasi 

mengenai perpajakan yang telah mereka ketahui selama ini, dapat dilihat pada 

tabel 4.12 sebagaimana berikut :  
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Tabel 4. 12 Orientasi Ketersediaan Informasi Publik Untuk  

menambah Informasi 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak paham/ update informasi 5 1,8 

2 Kurang Paham /update informasi 22 7,7 

3 Cukup Paham 66 23,2 

4 Paham/update informasi 157 55,1 

5 Sangat Paham/ update informasi 35 12,3 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Tabel 4.12 diatas menjelaskan tentang orientasi responden informasi public 

lebih ditekankan untuk meningkatkan / mengupdate informasi perpajakan yang 

telah ketahui sebelumnya, dalam table 4.11 dijelaskan bahwa yang paling banyak 

menyatakan akses informasi menambah pemahaman/ update informasi yang telah 

mereka ketahui sebanyak 157 (55,1%) berikutnya di susul dengan penyataan 

cukup paham kata lain menambah pemahaman yang sudah ada sebanyak 66 

(23,2%) dan menyatakan sangat paham sebanyak 35 (12,3%)  dan urutan 

berikutnya yaitu menyatakan kurang paham sebanyak 22 (7,7%) sedangkan yang 

menyatakan orientasi akses media untuk menambah pemahaman / updata 

informasi yang telah mereka miliki selama ini sebanyak 5 (1,8%) dari 285 total 

responden.   

4.1.4 Tanggapan Pemahaman Wajib Pajak (X2) 

Varibel Dependen dalam kajian ini adalah pemahaman pajak yakni 

berkaitan dengan tingkat pemahaman responden terhadap perpajakan. Dalam 

veriabel ini maka terdapat satu indicator dengan 3 instrumen  penelitiannya yaitu 

pertama Pemahaman responden mengenai Ketentuan Pajak tentang pelaporan, 

pembayaran dan saksi pajak, kedua berhubungan dengan pemahaman responden 

terhadap jenis penghasilan usaha yang dapat dikenai pajak (PKP) bagi UMKM 

dan ketiga berkaitan dengan pehaman responden dalam menghitung sendiri pajak  

penghasilan yang mesti dibayar. 

Lebih jelas tanggapan responden berkenaan dengan ketiga instrument 

tersebut akan dijelaskan dalam Tabel dibawah ini sebagai berikut : 
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Tabel 4. 13 Paham Wajib Pajak Buat Laporan, Pembayaran dan Sanksi 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak paham 10 3,5 

2 Kurang Paham 88 30,9 

3 Cukup Paham 86 30,2 

4 Paham 75 26,3 

5 Sangat Paham 25 8,8 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Tabel 4.13 menjelaskan tanggapan responden yang paham perpajakan 

berhubungan dengan kemampuan menbuat laporan , tempat membayar dan saksi 

tidak membayar pajak, maka didapatkan bahwa responden yang menyatakan 

paham dengan hal tersebut diatas secara berurutan adalah sebanyak 10 (3,5%) 

menyatakan sangat tidak paham, kemudian yang menyatakan sangat paham 

sebanyak 25 (8,8%), selanjunya yang menyatakan paham sebanyak 75 (26,3%) 

kemudian sebanyak 86 (30,2%) menyatakan cukup paham sedangkan yang 

menyatakan kurang paham adalah yang terbanyak yaitu 88 (30,9%) dari total 285 

responden. 

Disisi lain berkaitan dengan tingkat pahaman responden terhadap jenis 

penghasilan usaha yang dapat dikenai pajak (PKP) bagi UMKM dapat di lihat 

pada tabel 4.14 sebagaimana berikut : 

Tabel 4. 14 Paham Wajib Pajak Paham Penghasilan Kena 

 Pajak (PKP) bagi UMKM 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak paham 7 2,5 

2 Kurang Paham 110 38,6 

3 Cukup Paham 84 29,5 

4 Paham 67 23,5 

5 Sangat Paham 17 6,0 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Dilihat dari tabel 4.14 berkenan dengan penyata responden tentang 

pemahaman mereka tentang perpajakan yaitu tingkat pahaman responden terhadap 

jenis penghasilan usaha yang dapat dikenai pajak (PKP) bagi UMKM, ditemukan 

sebanyak 110 (38,6%) menyatakan kurang paham, berikutnya yang menyatakan 
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cukup paham sebanyak 84 (29,5%) selanjutnya di ikuti oleh pernyataan paham 

sebanyak 67 (23,5%) dan yang menyatakan sangat paham sebanyak 17 ( 6%) 

sedangkan yang menyatakan sangat tidak paham adalah sebanyak 7 (2,5%) dari 

285 total responden. 

Pada Sudut lain, pernyataan responden yang Paham menghitung sendiri 

pajak  penghasilan yang mesti dibayar, dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut : 

Tabel 4. 15 Paham Wajib Pajak Paham Menghitung  

          Pajak Sendiri Yang Mesti Dibayar 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 16 5,6 

2 Kurang setuju 83 29,1 

3 Cukup Setuju 100 35,1 

4 Setuju 70 24,6 

5 Sangat Setuju 16 5,6 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, ditemukan sebanyak 16 (5,6%) yang 

menyatakan Sangat tidak setuju serta yang menyatakan Sangat setuju, selanjutnya 

yang menyatakan setuju sebanyak 70 (24,6%) dan menyatakan kurang setuju 

sebanyak 83 (29,1%) sedangkan yang paling dominan menyatakan cukup setuju 

sebanyak 100 (35,1%) dari 285 total responden.   

 

4.1.5 Tanggapan Kepatuhan Wajib Pajak 

Pada variabel kepatuhan wajib pajak  dibagi kepada tiga indicator yaitu 

indicator pemahaman pajak responden dengan 2 pertanyaan, selanjutnya indicator 

Sesuai ketentuan (tarif) serta indicator Jujur, Benar dan Lengkap beri data pajak 

masing –masing memiliki satu pertanyaan.  

Untuk lebih jelas mengenai pernyataan responden berkaitan dengan 

indicator tersebut akan diuraikan dalam tabel sebagai  berikut :    

4.1.5.1 Patuh Membayar Semua Jenis Pajak  

Pada tabel 4.15 dibawah ini di jelaskan bahwa responden yang menyatakan 

patuh dalam membayar serta jenis pajak kecuali yang tidak dikenakan, maka 
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sebanyak sangat tidak setuju sebanyak 5 (1,8%) dan yang menyatakan kurang 

setuju sebanyak 19 (6,7%) selanjutkan masing-masing sebanyak 122 (42,8%) 

menyatakan cukup setuju dan setuju, kemudian yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 17 (6%) dari 285 total responden. 

Tabel 4. 16 Patuh Pajak Membayar Semua Jenis Pajak  

 kecuali Yang Tidak Kena Pajak 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 5 1,8 

2 Kurang setuju 19 6,7 

3 Cukup Setuju 122 42,8 

4 Setuju 122 42,8 

5 Sangat Setuju 17 6,0 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Sementara itu intrumen pemahaman pajak kedua adalah responden 

menyampaikan SPT pajak sesuai dengan Jadwal yang telah di tentukan, lebih 

konkrit dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagaimana berikut ini :  

Tabel 4. 17 Patuh pajak, Penyampaian SPPT Sesuai Jadwal 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 9 3,2 

2 Kurang setuju 27 9,5 

3 Cukup Setuju 109 38,2 

4 Setuju 117 41,1 

5 Sangat Setuju 23 8,1 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

Dalam tabel 4.17 diatas digambarkan bahwa dari 285 total responden, 

maka sebanyak 9 (3,2%) responden menyatakan sangat tidak setuju, dan sebanyak 

27 (9,5%)  mereka menyatakan kurang setuju, sedangkan yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 109 (38,2%) berikutnya sebanyak 117 (41,1%) menyatakan  

cukup setuju sementara itu yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23 (8,1%) 

responden. 

4.1.5.2 Membayar pajak sesuai ketentuan pajak 

Penjelasan berikut berhubungan dengan pernyataan responden setuju 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan tarif pajak dapat dilihat pada tabel 4.18 

Merujuk kepada tabel 4.18 diatas maka sebanyak 22 (7,7%) responden 
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menyatakan bahwa mereka setuju membayar pajak sesuai ketentuan tariff pajak, 

selanjutnya sebanyak 144 (50,5%) menyatakan setuju, kemudian yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 90 (31,6%) lebih lanjut sebanyak 24 (8,4%) 

menyatakan kurang setuju selanjutnya yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 5 (1,8%) dari 285 total responden. 

Tabel 4. 18 Patuh pajak. Bayar Pajak Sesuai Tarif Pajak 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 5 1,8 

2 Kurang setuju 24 8,4 

3 Cukup Setuju 90 31,6 

4 Setuju 144 50,5 

5 Sangat Setuju 22 7,7 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

4.1.5.3 Jujur, Benar dan Lengkap dalam memberikan data pajak   

Kategori Indicator ketiga dari kepatuhan wajib pajak UMKM adalah 

kejujuran, benar dan kelengkapan dalam memberi data berkenaan dengan data 

pajak, maka ditemukan bahwa sebanyak 4 (1,4%) menyatakan sangat tidak setuju, 

kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 14 (4,9%) kemudian 

sebanyak 64 (22,5%) menyatakan cukup setuju, berikutnya yang menyatakan 

setutu sebanyak 151 (53 %) berikutnya sebanyak 52 (18,2%) menyatakan sangat 

setuju dari 285 total responden. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada 

tabel 4.19 berikut :  

Tabel 4. 19 Patuh pajak.Mengisi SPT jujur,lengkap  

        dan Benar seuai ketentuan 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 4 1,4 

2 Kurang setuju 14 4,9 

3 Cukup Setuju 64 22,5 

4 Setuju 151 53,0 

5 Sangat Setuju 52 18,2 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

  



35 

 

4.1.6 Tanggapan Kelanjutan Usaha 

Berkaitan dengan Indikator variable kajian sustainability (keberlanjutan) 

usaha adalah responden yakin usaha mereka akan berkembang atau paling tidak 

mampu bersaing dengan pelaku usaha yang sama. Pada indicator ini terdapat lima 

instrument  yakni, Nyaman menjalankan/ melanjutkan usaha karena memiliki 

kelengkapan perizinan usaha Dengan adanya kelengkapan berbagai perizinan 

usaha, merasa diberlakukan/diberi kesempatan yang sama serta  mampu bersaing   

dengan pengusaha lain, Dengan situasi dan fasilitas usaha saya selama ini, saya  

Optimis usaha bisa berlanjut, Kebijakan pemerintah menurunkan tarif pajak dan 

dapat membantu keberlangsungan usaha saya selama Pandemi Covid 19 dan 

Optimis usaha  bisa berkembang jika diberi kemudahan mendapatkan tambahan 

modal dari pihak ketiga (bank, koperasi, Lembaga keuangan dan lain-lain),  

Lebih jelas mengenai tanggapan responden mengenai instrument dari 

indicator Sustainabiity usaha ini dapat dilihat pada penjelasan melalui tabel-tabel 

berikut : 

4.1.6.1 Kenyamanan dalam berusaha 

Diantara instrument sustainability usaha responden adalah meraya nyaman 

dalam berusaha, kata lain kenyamanan berusaha akan bertambah apabila 

responden memiliki surat izin dalam berusaha. Lebih jelasnya bagaimana 

tangggapan responden dapat dilihat pada tabel 4. 19 berikut :  

Tabel 4. 20 Sustainability. Nyaman dalam Menjalan Usaha karena ada izin 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 2 ,7 

2 Kurang setuju 9 3,2 

3 Cukup Setuju 46 16,1 

4 Setuju 162 56,8 

5 Sangat Setuju 66 23,2 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Dilihat dari tabel 4.20 dari 285 responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 66 (23,2%), dan menyatakan setuju sebanyak 162 (56,8%) berikut 

sebanyak 46 (16,1%) menyatakan cukup setuju, selanjutnya menyatakan kurang 
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setuju sebanyak 9 (3,2%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 

(0,7%) responden.  

4.1.6.2 Merasa diberlakukan sama dan mampu bersaing 

Instrument kedua dari indicator sustainability berusaha (Y2) adalah 

berkaitan dengan tanggapan responden apakah mereka merasa diperlakukan sama 

atau adil dalam berusaha serta apakah mereka yakin mampu bersaing dengan 

pelaku usaha yang sama.  Lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel 4.21 berikut : 

Tabel 4. 21 Sustainability.Diberlakukan sama dan Mampu bersaing 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 1 ,4 

2 Kurang setuju 15 5,3 

3 Cukup Setuju 69 24,2 

4 Setuju 142 49,8 

5 Sangat Setuju 58 20,4 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Tabel 4.21 diatas disajikan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

mereka dibersalkukan sama serta mampu bersaing adalah sebanyak 1 (0,4%) dan 

menyatakan kurang setuju sabanyak 15 (5,3%), dan sebanyak 69 (24,2%) 

menyatakan cukup setuju, sementara yang menyatakan Setuju sebanyak 142 

(49,8%) sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 58 (20,4%) dari 285 

total responden 

4.1.6.3 Fasilitas yang dimiliki yakin bisa berlanjut 

Adapaun maksud dari instrument ketiga dari indicator Sustainability (Y2) 

berkaitan dengan pernyataan responden apakah mereka yakin dengan fasilitas 

yang mereka miliki selama ini, mereka dapat melanjutkan usahan. Lebih konkret 

tanggapan mereka tersebut dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut : 
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Tabel 4. 22 Sustainability.Optimis berkembang dengan fasilitas yang ada 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 2 0,7 

2 Kurang setuju 4 1,4 

3 Cukup Setuju 29 10,2 

4 Setuju 162 56,8 

5 Sangat Setuju 87 30,5 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Pada tabel 4.22, dapat lihat bahwa dari 285 total responden, maka urutan 

yang banyak adalah yang menyatakan setuju yaitu 162 (56,8%) kemudian di susul 

pernyataan sangat setuju sebanyak 87 (30,5%) lalu sebanyak 29 (10,2%) 

menyatakan cukup setujua, berikutnya pernyataan kurang setuju ialah 4 (1,4%) 

dan terakhir yang menyatakan sangat tidak setuju yakni 2 (0,7%) responden.  

4.1.6.4 Penurunan Tarif pajak dapat membantu keberlangsungan usaha. 

Selanjutnya instrument indukator sustainability kajian variable (Y2) yaitu 

apakah kebijikan pemerintah menurunkan tariff / ada keringan pajak dapat 

membantu usaha mereja di massa pandemic covid 19. Berdasarkan data dari 

tanggapan rsponden mengenai hal tersebut maka sebanyak masing-masing 5 

(1,8%) menyatakan sangat tidak setuju dan kurang setuju, dan sebanyak 29 

(10,2%) menyatakan cukup setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 

110 (38,6%) sementara yang menyatakan sangat setuju sebanyak 136 (47,7%) dari 

285 total responden. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.23 dibawah ini : 

Tabel 4. 23 Sustainability.Optimis berkembang kalau dapat tambahan modal 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 5 1,8 

2 Kurang setuju 5 1,8 

3 Cukup Setuju 29 10,2 

4 Setuju 110 38,6 

5 Sangat Setuju 136 47,7 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 
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4.1.6.5 Usaha optimis berkembang apabila ada suntikan dana untuk modal 

usaha. 

Perbincangan bagian ini adalah berhubung kait dengan pernyataan 

responden apakah mereka optimis usaha dapat berkembang dengan adanya 

suntikan modal usaha dari pihak ketiga baik dari perbankkan maupun lembaga 

keuangan lainnya. Kejelasan hal tersebut dapt dilihat pada tabel 4.24 berikut :  

Tabel 4. 24 Sutainability.Turun Tarif Pajak membantu  

keberlangsungan Usaha 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 3 1,1 

2 Kurang setuju 2 0,7 

3 Cukup Setuju 8 2,8 

4 Setuju 49 17,2 

5 Sangat Setuju 223 78,2 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Tabel 4.24 diatas menjelaskan bahwa responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak  (1,1 %), menyatakan  kurang setuju sebanyak 2 (0,7%) dan 

sebanyak 8 (2,8%) menyatakan cukup setuju, berikutnya sebanyak 49 (17,2%) 

menyatakan setuju, sementara yang menyatakan sangat setuju sebanyak 218 

(76,5%) responden 

 

4.1.7 Tanggapan Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis 

Varibel keempat dalam kajian ini adalah membangun Jaringan komunikasi 

Bisnis sebagai variable Y3. Variabel ini memiliki tiga indicator dan masing-

masing indicator terdapat satu-satu instrument. Adapun indicator tersebut terdiri 

dari pertama Mitra dengan Pemerintah /Asosiasi, kedua pengembangan jaringan 

secara Off_line dan ketiga Pengembangan jaringan secara On_line. 

Lebih lengkap mengenai data membincangkan masing-maisng indicator 

akan disajikan dalam poin-poin bahasan berikut.   
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4.1.7.1 Mitra Dengan Pemerintah/Asosiasi 

Maksud dari Mitra dengan pemerintahan/Asosiasi dalam membangun 

jaringan komunikasi bisnis responden berkaitan dengan perlunya kerjasama 

dengan pemerintahan atau asosiasi dalam membangun jaringan komunikasi bisnis, 

lebih jelas mengenai tanggapan responden dapat dilihat pada tabel 4.25 dibawah 

ini. 

Pada tabel 4.25 dijelaskan bahwa responden yang menyatakan bahwa 

bermitra dengan pemerintah atau Asosiasi dapat membantu jaringan komunikasi 

bisnis responden, merujuk kepada hal tersebut maka yang menyatakan sangat tidak 

membantu sebanyak 89 (39,2%) dan menyatakan kurang membantu sebanyak 63 

(22,1%) selanjutnya yang menyatakan cukup membantu sebanyak 53 (18,6%) 

kemudian  sebanyak 60 (21,1%) menyatakan membantu sedangkan yang 

menyatakan sangat membantu 20 (7,0%) dari 285 total responden. Lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel 4.25 dibawah ini. 

Tabel 4. 25 Jaringan Kom.Bisnis.Pengembangan Jaringan  

  Komunikasi Bisnis Via Mitra Sosiasi 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak membantu 89 31,2 

2 Kurang membantu 63 22,1 

3 Cukup membantu 53 18,6 

4 Membantu 60 21,1 

5 Sangat membantu 20 7,0 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

4.1.7.2 Pengembangan jaringan secara Off_line 

Selanjutnya akan dijelaskan instrument dari indicator pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis berhubungan dengan upaya yang dilakukan oleh 

responden pada konteks ini perlunya  mengembangan jaringan komunikasi bisnis 

secara Off_ Line, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.26 berikut ini :  
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Tabel 4. 26 Jaringan Kom.Bisnis.Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis secara Ofline 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak sering 28 9,8 

2 Kurang sering 61 21,4 

3 Cukup sering 51 17,9 

4 Sering 87 30,5 

5 Sangat sering 58 20,4 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

Tabel 4.26 ini menggambarkan bahwa dari 285 responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju sebanyak 28 (9,8%) dan yang menyatakan kurang sering 

sebanyak 61 (21,4%) kemudian sebanyak 51 (17,9%) menyatakan cukup sering, 

selanjutnya yang menyatakan sering sebanyak 87 (30,5%) sementara sebanyak 58 

(20,4%) responden yang menyatakan sangat sering artinya responden membangun 

jaringan komunikasi secara Off_line.  

Tabel 4. 27 Pengembangan jaringan secara On_line 

Selanjutnya adalah perlunya responden mengembangan/ membagun 

jaringan komunikasi bisnis mereka secara On-line. Untuk mengetahui tanggapan 

responden dapat dilihat pada tabel 4.28 berikut :  

Tabel 4. 28 Jaringan Kom.Bisnis.Pengembangan Jaringan  

Komunikasi Binis secara Online 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak sering 28 9,8 

2 Kurang sering 51 17,9 

3 Cukup sering 37 13,0 

4 Sering 80 28,1 

5 Sangat sering 88 30,9 

6 Total 285 100,0 
Sumber data : Olahan peneliti tahun 2021 

 

Berdasarkan data tabel 4.28 tergambar bahwa yang menyatakan sangat tidak 

sering menggunakan jaringan online dalam mengembangan jaringan komunikasi 

bisnis mereka adalah sebanyak 28 (0,4%), dan yang menyatakan kurang sering 51 

(17,9%) berikutnya menyatakan cukup sering sebanyak 37 (13,0%)  kemudian 

yang menyatakan sering adalah sebanyak 80 (28,1) sedangkan yang menyatakan 

sangat sering sebanyak 88 (30,9%) dari 285 reponden.    
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4.2 Hasil uji Hipotesis 

Penyajian berikut berhubungan dengan pembahasan terhadap data yang 

dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi SEM Worp PL03.  Pembahasan ini 

akan menggambar uji hipotes mengenai hipotesis pegaruh variable klasifikasi  

direct effect dan variavel klasifikasi variable indirect Effect yakni variabel yang di 

mediasi oleh variable lain.  

Uji hipotesis berikut ini terbag kepada dua  bagian yakni bagian uji hipotesi 

secara Direct Effect dan Hipotesis secara Indirect Effect, jelaskanya lihat pada 

urainya berikutnya.  

4.2.1 Model Informasi Publik Bepengaruh Terhadap  Pemahaman  Wajib 

Pajak  

Berdasarkan pengolahan data melalui WarpPLS 6  pada gambar 4.1 

diperoleh hasil  sebagai berikut:  Model  Informasi Publik berpengaruh signifikan 

terhadap Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,69 dan signifikan dengan nilai 

p<0,01. Oleh karena itu hipotesis 1.1 dapat diterima. Selanjutnya nilai R2 

sebesar 0,47 menunjukkan variansi Pemahaman Wajib Pajak  sebesar 47% dapat 

dijelaskan oleh variansi Informasi Publik  

 

 
Gambar 4. 1 Model Pengaruh Informasi Publik terhadap Pemahaman Wajib   
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4.2.2 Model Informasi Publik Bepengaruh Terhadap  kepatuhan Wajib 

Pajak 

Berikut ini berkaitan dengan Model variable pengaruh ketersediaan 

informasi pubalik terhadap kepatuhan wajib pajak 

Gambar 4. 2 Model Pengaruh Informasi Publik terhadap 

       Kepatuhan Wajib Pajak 
 

Berdasarkan gambar 4.2,  Informasi Publik berpengaruh signifikan terhadap 

Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,66 dan signifikan dengan nilai p<0,01. Oleh 

karena itu hipotesis 1.2 dapat diterima. Selanjutnya nilai R2 sebesar 0,435 

menunjukkan variansi kepatuhan Wajib Pajak  sebesar 44% dapat dijelaskan oleh 

variansi Informasi Publik.  

4.2.3 Model Informasi Publik Bepengaruh Terhadap  Kelanjutan Usaha 

Selanjutnya dijelaskan model pengaruh ketersesdiaan informasi public 

terhadap  sustainability usaha UMKM di kota pekanbaru  sebagaimana berikut: 

 

Gambar 4. 3 Model Pengaruh Informasi Publik terhadap kelanjutan usaha 

 

Berdasarkan gambar 4.3, Model  Informasi Publik berpengaruh signifikan 

terhadap kelanjutan usaha sebesar 0,31 dan signifikan dengan nilai p<0,01. Oleh 

karena itu hipotesis 1.3 dapat diterima. Selanjutnya nilai R2 sebesar 0,095 

menunjukkan variansi kelanjutan usaha  sebesar 9,5% dapat dijelaskan oleh 

variansi Informasi Publik  
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4.2.4 Model Informasi Publik Bepengaruh Terhadap  Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis. 

Penjelasan berikut berhubungan dengan pengaruh ketersediaan informasi 

public terhadap pengembangan jaringan komunikasi sebagai berikut .  

 
Gambar 4. 4 Model Pengaruh Informasi Publik terhadap Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis 

 

Berdasarkan gambar 4.4,  Model Informasi Publik berpengaruh signifikan 

terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis sebesar 0,56 dan signifikan 

dengan nilai p<0,01. Oleh karena itu hipotesis 1.4 dapat diterima. Selanjutnya 

nilai R2 sebesar 0,32 menunjukkan variansi Pengembangan Jaringan Komunikasi 

Bisnis sebesar 32% dapat dijelaskan oleh variansi Informasi Publik  

4.2.5 Model Pemahaman Wajib Pajak Bepengaruh Terhadap  Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Berdasarkan pengolahan data melalui WarpPLS 6  berkaitan dengan Model 

pengaruh Wajib pajak terhadap tigkat kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4. 5 Model Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap  

Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Dari gambar 4.5.  menunjukkan bahwa Model Pemahaman Wajib Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,60 dan 

signifikan dengan nilai p<0,01. Oleh karena itu hipotesis 2.1 dapat diterima. 
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Selanjutnya nilai R2 sebesar 0,35 menunjukkan variansi Kepatuhan Wajib Pajak  

sebesar 4% dapat dijelaskan oleh variansi Pemahaman Wajib Pajak  

4.2.6 Model Pemahaman Wajib Pajak Bepengaruh Terhadap  Kelanjutan 

Usaha 

Berikut ini dijelaskan mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap 

kelanjutan usaha UMKM kota pekanbaru sebagaimana berikut. 

 

Gambar 4. 6 Model Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak  

Terhadap Kelanjutan Usaha 

 

Dari gambar 4.6.  menunjukkan bahwa Model Pemahaman Wajib Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap Kelanjutan Usaha sebesar 0,30 dan signifikan 

dengan nilai p<0,01. Oleh karena itu hipotesis 2.2 dapat diterima. Selanjutnya 

nilai R2 sebesar 0,089 menunjukkan variansi Kelanjutan Usaha sebesar 9% dapat 

dijelaskan oleh variansi Pemahaman Wajib Pajak  

4.2.7 Model Pemahaman Wajib Pajak Bepengaruh Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis. 

Selanjutnya akan digambarkan mengenai Model variable pengaruh 

pemahaman wajib pajak terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis 

berikut ini. 

 

Gambar 4. 7 Model Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap 

Pengembangan Jaringan Komunikasi bisnis 

Dari gambar 4.7  menunjukkan bahwa Model Pemahaman Wajib Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi 

bisnissebesar 0,47 dan signifikan dengan nilai p<0,01. Oleh karena itu hipotesis 

2.3 dapat diterima. Selanjutnya nilai R2 sebesar 0,022 menunjukkan variansi 
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Pengembangan Jaringan Komunikasi bisnis sebesar 2% dapat dijelaskan oleh 

variansi Pemahaman Wajib Pajak  

4.2.8 Model  Kepatuhan Wajib Pajak Bepengaruh Terhadap  Sustainability 

Usaha  

Pada gambar 4.8.  memperlihatkan bahwa model Kepatuhan Wajib Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap Keberlanjutan Usaha sebesar 0,36 dan signifikan 

dengan nilai p<0,01. Oleh karena itu hipotesis 3.1 dapat diterima. Selanjutnya 

nilai R2 sebesar 0,13 menunjukkan variansi Keberlanjutan Usaha  sebesar 13% 

dapat dijelaskan oleh variansi Kepatuhan Wajib Pajak  

 

Gambar 4. 8 model Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak  

Terhadap Keberlanjutan Usaha 

 

4.2.9 Model Kepatuhan Wajib Pajak Bepengaruh Terhadap  

Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis. 

Hasil pengolahan data padagambar 4.9 ditemukan bahwa model Kepatuhan 

Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis sebesar 0,47 dan signifikan dengan nilai p<0,01. Oleh karena 

itu hipotesis 3.2 dapat diterima. Selanjutnya nilai R2 sebesar 0,22 menunjukkan 

variansi Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis  sebesar 22% dapat 

dijelaskan oleh variansi Kepatuhan Wajib Pajak  

 
Gambar 4. 9 Model Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap     

Pengembangan Jaringan Kominikasi bisnis 
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4.2.10 Model Keberlanjutan Usaha Bepengaruh Terhadap  Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis. 

Hasil pengolahan data pada gambar 4.10 ditmukan bahwa model 

Keberlanjutan Usaha berpengaruh signifikan terhadap Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis sebesar 0,26 dan signifikan dengan nilai p<0,01. Oleh karena 

itu hipotesis 4 dapat diterima. Selanjutnya nilai R2 sebesar 0,07 menunjukkan 

variansi Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis  sebesar 7% dapat dijelaskan 

oleh variansi Keberlanjutan Usaha.  

 

Gambar 4. 10 Model Pengaruh Keberlanjutan Usaha Terhadap 

 Pengembangan Jaringan Kominikasi bisnis  

 
 

Pengujian selanjutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian hipotesis 

selanjutnya dilakukan melalui dua tahap yaitu:  

1. Analisis deskriptif data untuk menguji kualitas uji validitas, reliabilitas dan 

kelayakan model pengukuran (goodness of fit test). 

2. Analisis hipotesis 

Berikut ini merupakan pengujian outer model ((measurement model) 

sebagai berikut: 

1. Uji Validitas Konvergen dengan pendekatan combined loadings dan cross 

loadings 

2. Uji Validitas Konvergen dengan pendekatan Avarage Variance Extracted 

(AVE) 

3. Uji Validitas Diskriminan dengan pendekatan combined loadings dan cross 

loadings loadings 

4. Uji Reliabilitas berdasarkan composite reliability (CR) 

Setelah uji validitas dan reliabilitas terpenuhi dilanjutkan dengan pengujian 

pengaruh langsung (Direct Effect) variabel laten X terhadap variabel laten Y. 
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Seterusnya uji Diskriminan. Kemudian diteruskan dengan pengujian kecocokan 

model (Goodness of Fit). Terakhir dilakukan pengujian pengaruh tidak langsung 

(Indirect Effect) variabel laten. 

Berikut ini penjelasan hasil penelitian secara statistik : 

4.2.10.1 Uji Validitas Konvergen dengan pendekatan combined loadings dan 

cross loadings 

Validitas konvergen merupakan bagian dari model pengukuran 

(measurement model)  yang dalam SEM-PLS disebut sebagai outer model, dan 

dalam covariance based SEM disebut confirmatory factor analysis (CFA) 

(Mahfud dan Ratmono, 2013:64).  Validitas konvergen bertujuan untuk 

mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau 

variabel latennya. Prinsipnya bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk 

seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen terjadi jika skor yang 

diperoleh dari dua instrument yang berbeda mengukur konstruk yang sama 

mempunyai korelasi tinggi. Syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif  

(Hair dkk,2013) adalah: 

1. Loading harus diatas 0,7 dan  

2. Nilai p signifikan (<0,05)  

Akan tetapi pada beberapa kasus, sering syarat loading diatas 0,7 tidak 

terpenuhi terutama pada kuisioner yang baru dikembangkan. Oleh sebab itu 

loading antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan agar dipertahankan 

(Mahfud dan Ratmono, 2013,66). Indikator dengan loading antara 0,40 dan 0,70 

dapat dihapus jika indikator tersebut dapat meningkatkan Avarage Variance 

Extracted (AVE) dan Composite Reliability (CR) diatas batasannya (Mahfud dan 

Ratmono, 2013,67). Nilai batasan AVE adalah 0,50. Indikator dengan loading 

kecil kadang tetap dipertahankan karena memiliki kontribusi pada validitas isi 

konstruk (Mahfud dan Ratmono, 2013,67).  

Validitas konvergen dalam penelitian ini dengan pendekatan outer loading. 

Outer loadings adalah tabel yang berisi loading factor untuk menunjukkan besar 
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korelasi antara indikator dengan variabel laten. Nilai loading factor harus lebih 

besar dari 0,7 maka dikatakan valid..  

Tabel 4.29 berikut ini menjelaskan validitas konvergen dengan pendekatan 

loading sebagai berikut: 

1. Pada variabel laten Informasi Publik terdapat 7 indikator, yaitu 

IP1,IP2,IP3,IP4,IP5,IP6,IP7. Diketahui seluruh nilai loading  >0,7  

2. Pada variabel laten Pemahaman wajib pajak terdapat 3 indikator, yaitu 

PHM1,PHM2,PHM3. Diketahui seluruh nilai loading >0,7 

3. Pada variable laten Kepatuhan wajib pajak terdapat 4 indikator, yaitu 

PTH1,PTH2,PTH3,PTH4. Diketahui seluruh nilai loading >0,7 

4. Pada variable laten Kelanjutan Usaha terdapat 5 indikator, yaitu 

LJT1,LJT2,LJT3,LJT4,LJT5. Diketahui seluruh nilai loading >0,7 antara 

0,40-0,70. 

5. Pada variabel laten Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis terdapat 3 

indikator yaitu: JKB1,JKB2,JKB3. Diketahui seluruh nilai loading >0,7 

Dapat dikatakan bahwa validitas konvergen dengan pendekatan loading 

telah terpenuhi.  

4.2.10.2 Uji Validitas Diskriminan dengan pendekatan combined loadings 

dan cross loadings loadings 

Selanjutnya pengujian validitas diskriminan  dengan pendekatan loading 

dikatakan valid jika nilai loading untuk setiap variabel indikator lebih besar 

terhadap variabel latennya dibandingkan terhadap variabel laten yang lain.Tabel 

4.29 memperlihatkan validitas diskriminan dengan pendekatan loading dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Nilai loading pada variabel indikator IP1 terhadap variabel latennya IP adalah 

0,796 yakni lebih besar dibandingkan terhadap variabel laten lainnya, yakni 

Pemahaman Wajib Pajak=0,180, Kepatuhan Wajib Pajak=-0,148, Kelanjutan 

Usaha=-0,029, Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis =-0,004 

2. Nilai loading pada variabel indikator PHM1 terhadap variabel latennya 

PahamWP adalah 0,891 yakni lebih besar dibandingkan terhadap variabel 
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laten lainnya, yakni InfoPub=0,055, PatuhWP=0,018, LanjUs=0,022, 

JKOMBIS=0,044 

3. Nilai loading pada variabel indikator PTH1 terhadap variabel latennya 

PatuhWP adalah 0,738 yakni lebih besar dibandingkan terhadap variabel laten 

lainnya, yakni InfoPub=0,051, PahamWP=0,202, LanjUs=-0,085, 

JKOMBIS=0,100 

4. Nilai loading pada variabel indikator LJT1 terhadap variabel latennya Lanjut 

Usaha adalah 0,684 yakni lebih besar dibandingkan terhadap variabel laten 

lainnya, yakni InfoPub=0,194, PahamWP=-0,007, PatuhWP=0,071, 

JKOMBIS=-0,146. 

5. Nilai loading pada variabel indikator JKBI terhadap variabel latennya 

Jaringan Komunikasi Bisnis adalah 0,769 yakni lebih besar dibandingkan 

terhadap variabel laten lainnya, yakni InfoPub=-0,022, PahamWP=0,209, 

PatuhWP=-0,029, Lanjut Usaha=-0,068. 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai loading untuk setiap variabel 

indikator lebih besar terhadap varibel latennya dibandingkan terhadap variabel 

laten yang lain, sehingga terpenuhi kriteria validitas diskriminan yang baik. 

4.2.10.3 Uji Validitas Konvergen dengan pendekatan Avarage Variance 

Extracted (AVE) 

Evaluasi validitas konvergen berikutnya adalah dengan menggunakan 

pendekatan Avarage variance extracted (AVE). Kriterianya harus diatas 0,50 

(Fornell dan Lacker, 1981). Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai AVE dari 

Informasi Publik adalah 0,571, Pemahaman Wajib Pajak adalah  0,811 dan 

Kepatuhan Wajib Pajak adalah  0,646 Lanjut Usaha sebesar 0,545 dan Jaringan 

Komunikasi Bisnis adalah 0,659. Secara keseluruhan nilai AVE >0,5, maka 

seluruh indikator variabel laten telah memenuhi syarat validitas konvergen 

berdasarkan AVE 

Diketahui dari tabel 4.30 nilai seluruh AVE >0,5, maka seluruh indikator 

variabel laten telah memenuhi syarat validitas konvergen berdasarkan AVE. 

Berikut tabel 4.30 menyajikan data AVE pada laten variable coefficient. 



50 

 

4.2.10.4 Uji Reliabilitas konsistensi internal: composite reliability  

Output berikutnya adalah uji reliabilitas konsistensi internal berdasarkan 

nilai composite reliability dan cronbach’s alpha.  Keduanya harus bernilai diatas 

0,70 sebagai syarat reliabilitas (Fornell dan Lacker, 1981; Nunnaly, 1978). 

 Hasil penelitian ini berdasarkan tabel 4.30  yang menunjukkan reliabilitas 

instrument telah terpenuhi karena berada diatas 0,70 yaitu Composite reliability 

(CR) dari variabel laten Informasi Publik (IP) adalah 0,903. CR dari Pemahaman 

Wajib pajak adalah 0,928. CR dari Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,879, 

Kelanjutan usaha 0,805, Pengembangan jaringan komunikasi bisnis 0,852. Begitu 

juga dengan nilai cronbach’s alpha telah terpenuhi karena berada diatas 0,70 

(lihat tabel 4.30). 

Tabel 4. 29 Uji Validitas Konvergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Combined Loadings Dan Cross Loadings 

 
 Notes: Loadings are unrotated and cro ss-loadings are oblique-rotated. SEs and P 

values are for loadings. P values < 0.05 are desirable for reflective indicators. 

Sumber: Hasil olah data dengan SEM-PLS 

 
Keterangan: 

InfoPub  = Informasi Publik 

PahamWP = Pemahaman Wajib Pajak 

PatuhWP  = Kepatuhan Wajib Pajak 

Lanjutus  = Kelanjutan Usaha 

JKombis  = Jaringan Komunikasi Bisnis 
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4.2.10.5 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

Selanjutnya akan dilakukan pengujian signifikansi pengaruh tidak langsung 

(indirect effect). Tabel 4.33. berikut ini menjelaskan pengaruh tidak langsung 

variabel laten tersebut. 

Langkah dalam pengujian hipotesis variabel mediasi menurut Baron dan 

Kenny (1986), Hair dkk, 2011dan Kock (2011,2013) sebagai berikut: 

1. Melakukan estimasi direct effect variabel X terhadap Y  

2. Melakukan estimasi indirect effect secara simultan dengan triangle PLS SEM 

Model  

Selanjutnya menentukan kriteria variabel mediasi ( Sholihin dan Dwi, 2013) 

dengan prosedur Baron dan Kenny (1986), Hair dkk (2010), dan Kock (2011) 

sebagai berikut: 

1. Jika koefisien jalur c” dari hasil estimasi langkah 2 tetap signifikan dan tidak 

berubah (c”=c) maka hipotesis mediasi tidak didukung 

2. Jika koefisien jalur c” nilainya turun (c”<c) tetapi tetap signifikan maka 

bentuk mediasi adalah mediasi sebagian (partial mediation) 

3. Jika koefisien jalur c” nilainya turun (c”<c) dan menjadi tidak signifikan 

maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh (full mediation). 

Cara lain  untuk menentukan mediasi parsial atau penuh adalah dengan 

menggunakan Variance Accounting For (VAF). VAF merupakan ukuran untuk 

melihat seberapa besar variabel pemediasi mampu menyerap pengaruh langsung 

yang sebelumnya signifikan dari model tanpa pemediasi. VAF dihitung dengan 

rumus: pengaruh tidak langsung (indirect effect) dibagi pengaruh total (total 

effect). Pengaruh total adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak 

langsung. Kriteria VAF menurut Hair dkk.(2013) sebagai berikut: 

1. Jika nilai VAF >80% maka menunjukkan peran Y sebagai pemediasi penuh 

(full mediation) 

2. Jika nilai VAF diantara 20%-80% maka dikatagorikan sebagai pemediasi 

parsial 

3. Jika nilai VAF <20% maka tidak ada efek mediasi  
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4.2.11 Model Informasi Publik Berpengaruhi Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Dimediasi Oleh Pemahaman Wajib Pajak 

Dibawah ini pada gambar 4.11 akan diterangkan pengaruh ketersedian 

informasi public terhadap kepatuhan wajib pajak yang di mediasi oleh variable 

pemahaman wajib pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 11 Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib  

Pajak Dimediasi  oleh Pemahaman Wajib Pajak 

 

Tabel 4. 30 Latent Variable Coefficients. gambar 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 
Sumber: Data olahan 2021 

 

Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dimediasi  oleh Pemahaman Wajib Pajak 

Latent Variable Coefficients. gambar 4.11 

 INFOPUB PAHAMWP PATUHWP 

R-squared  0,473 0,474 

Composite reliab. 0,903 0,928 0,879 

Cronbach’s alpha 0,874 0,883 0,816 

Avg.var.extrac. 0,571 0,811 0,646 

Full Collin.VIF 2,258 1,858 1,686 

Q-Squared  0,473 0,470 

 

Sumber: Data olahan 2021 
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Tabel 4. 31 Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit) Gambar 11 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 32 Direct Effect Gambar 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 33 Indirect Effect and Total Effect Gambar 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit)  gambar 4.11 

 
       Sumber: Hasil olahan data 2021 

Indirect Effect Gambar 11 

Indirect effects for paths with 2 segments 

------------------------------ 

  InfoPub PahamWP PatuhWP 

InfoPub    

PahamWP    

PatuhWP 0.186  

P values of indirect effects for paths with 2 segments 

------------------------------ 

  InfoPub PahamWP PatuhWP 

InfoPub    

PahamWP    

PatuhWP 0.001  

 

Sumber: Hasil olahan data 2021  

Direct Effect Gambar 11 

 

Sumber: Hasil Olahan Data 2021 
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Berdasarkan perbandingan koefisien direct effect dan indirect effect 

informasi public  terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi menurun yaitu dari 

0,474 (sign 0,01) menjadi 0,186 (sign 0,01).  Hal ini menunjukkan bentuk mediasi 

sebagian  (partial mediation) atau dengan kata lain pemahaman wajib pajak 

memediasi secara parsial hubungan informasi publik dan kepatuhan wajib pajak. 

Bentuk partial mediation  pemahaman wajib pajak bukan satu-satunya pemediasi 

hubungan informasi publik terhadap kepatuhan wajib pajak namun terdapat 

faktor-faktor lain (Baron dan Kenny 1986 dalam Sholihin dan Dwi, 2013 hal. 59). 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 dapat diterima yaitu 

informasi publik berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dan 

pemahaman wajib pajak sebagai pemediasi parsial hubungan antara informasi 

publik dan kepatuhan wajib pajak.  

Berdasarkan tabel 4.37 koefisien indirect effect yang menunjukkan 

pengaruh informasi publik terhadap kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung  

melalui pemahaman wajib pajak adalah sebesar 0,186 dan signifikan dengan nilai 

p sebesar 0,01. Jadi pengaruh tidak langsung informasi publik terhadap kepatuhan 

wajib pajak yang signifikan menunjukkan pemahaman wajib pajak sebagai 

variabel pemediasi parsial. 

Cara lain  untuk menentukan mediasi parsial atau penuh adalah dengan 

menggunakan Variance Accounting For (VAF). VAF merupakan ukuran untuk 

melihat seberapa besar variabel pemediasi mampu menyerap pengaruh langsung 

yang sebelumnya signifikan dari model tanpa pemediasi. VAF dihitung dengan 

rumus: pengaruh tidak langsung (indirect effect) dibagi pengaruh total (total 

effect). Pengaruh total adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak 

langsung.  Pada penelitian ini  nilai VAF variabel mediasi pemahaman wajib 

pajak sebagai adalah : 

VAF= 0,186/ (0,474+0,186) = 0,186/0,66=0,28 atau 28% 

Nilai VAF 28% berada diantara 20%-80%, maka disimpulkan pemahaman wajib 

pajak sebagai pemediasi parsial. 

Pada Tabel 34 menunjukan  koefisien determinasi menggunakan R-

Squared.Semakin tinggi R-Squared menunjukkan model yang baik. R-squared 
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hanya ada pada konstruk endogen. Koefisien determinasi diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. R-squared konstruk Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,473. Artinya variable 

Informasi Publik mampu mempengaruhi pemahaman wajib pajak sebesar 

47%   

2. R-squared konstruk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,474. Artinya variabel 

Informasi Publik mampu mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak sebesar 47%   

Kemudian pengujian kecocokan model (Goodness of Fit) melihat pada 

Model fit indirect and P values Indikator model  fit terdiri dari APC, ARS dan 

AVIF. Berdasarkan output (tabel 4.35) penelitian telah memenuhi kriteria 

goodness of fit model yaitu: 

1. Avarage Path Coefficient (APC) sebesar =0.477, P<0.001 

2. Avarage R-Squared (ARS) sebesar=0.473, P<0.001 

3. Avarage Inflation Factor (AVIF) sebesar =1,880 , diterima jika <= 5, 

ideal <= 3.3 

4.2.12 Model Informasi Publik Berpengaruhi Terhadap Keberlanjutan 

Usaha Dimediasi Oleh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Selanjutnya akan dijelaskan dengan gambar 4.13 berkaitan dengan pengaruh 

ketersediaan informasi public terhadap suatainabelity usaha UMKM kota 

Pekanbaru yang di mediasi oleh variable pemahaman wajib pajak dan kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak mereka. Pada gambar 4.12 menunjukan  

koefisien determinasi menggunakan R-Squared . Semakin tinggi R-Squared 

menunjukkan model yang baik. R-squared hanya ada pada konstruk endogen. 

Koefisien determinasi diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. R-squared konstruk Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,473. Artinya variable 

Informasi Publik mampu mempengaruhi pemahaman wajib pajak sebesar 

47%   

2. R-squared konstruk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,474. Artinya variabel 

Informasi Publik mampu mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak sebesar 47%   
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3. R-squared konstruk Kelanjutan Usaha sebesar 0,109. Artinya variabel 

Informasi Publik mampu mempengaruhi Kelanjutan usaha sebesar 11%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 12 Informasi Publik Berpengaruhi Terhadap Keberlanjutan Usaha 

Dimediasi Oleh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Tabel 4. 34 Latent Variable Coefficients. gambar 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 35 Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit) gambar 4.12 

 

 

 

 

 

Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit) gambar 4.12 

 
         Sumber: Data Olahan 2021 

 

 

 

Informasi Publik Berpengaruhi Terhadap Keberlanjutan Usaha Dimediasi Oleh 

Pemahaman Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak .Gambar 4.13 

 

Sumber: Data olahan 2021 

Latent Variable Coefficients. gambar 4.12 

 
Sumber: Data olahan 2021 
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Kemudian pengujian kecocokan model (Goodness of Fit) melihat pada 

Model fit indirect and P values Indikator model  fit terdiri dari APC, ARS dan 

AVIF. 

Berdasarkan output penelitian telah memenuhi kriteria goodness of fit model 

yaitu: 

1. Avarage Path Coefficient (APC) sebesar =0.310, P<0.001 

2. Avarage R-Squared (ARS) sebesar=0.350, P<0.001 

3. Avarage Inflation Factor (AVIF) sebesar =1,975 , diterima jika <= 5, ideal 

<= 3.3 

Tabel 4. 36 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi) 

Gambar 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

Pengujian variabel laten secara tidak langsung (indirect effect) digunakan 

untuk menguji   pengaruh informasi publik terhadap kelanjutan usaha dimediasi 

oleh pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain apakah 

pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat memediasi hubungan 

antara informasi publik terhadap kelanjutan usaha? 

  

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi) gambar 4.12 

Informasi Publik Mempengaruhi Keberlanjutan Usaha Di Dimediasi Oleh 

Pemahaman Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

 
 
Sumber: Data Olahan 2021 
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Tabel 4.40 berikut ini menunjukkan hasil uji pengaruh tidak langsung variabel 

laten tersebut, sebagai berikut: 

Pengaruh tidak langsung informasi publik terhadap kelanjutan usaha melalui 

pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak  sebesar 0,047 dengan P 

value=0,048 tingkat signifikan 0,05, maka pemahaman wajib pajak dan kepatuhan 

wajib pajak secara tidak langsung  mempengaruhi kelanjutan usaha melalui 

informasi publik. 

Selanjutnya langkah dalam pengujian hipotesis variabel mediasi menurut 

Baron dan Kenny (1986), Hair dkk, 2011dan Kock (2011,2013) sebagai berikut: 

1. Melakukan estimasi direct effect variabel X terhadap Y  

2. Melakukan estimasi indirect effect secara simultan dengan triangle PLS 

SEM Model  

Diketahui: 

1. Koefisien direct effect informasi publik terhadap kelanjutan usaha  adalah 

sebesar 0,0,07 dan pada p-value pada 0,24 > 0,05 

2. Koefisien indirect effect informasi publik terhadap kelanjutan usaha  

dimediasi oleh pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah 

sebesar 0,047 dan signifikan pada 0,048  

Berdasarkan perbandingan koefisien direct effect dan indirect effect 

diperoleh sebagai berikut: 

1. Informasi public  terhadap kelanjutan usaha menjadi menurun yaitu dari 0,07  

(sign 0,24>0,05) menjadi 0,05 signifikan (0,048<0,05). Hal ini 

memperlihatkan bentuk mediasi parsial  (partial mediation) atau dengan kata 

lain pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memediasi secara 

parsial hubungan informasi publik dan kelanjutan usaha. Jadi pengaruh tidak 

langsung informasi publik terhadap kelanjutan usaha yang signifikan 

menunjukkan pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai 

variabel pemediasi parsial.   Disimpulkan bahwa hipotesis 6 dapat diterima 

yaitu informasi publik berpengaruh positif signifikan terhadap Kelanjutan 

usaha dimediasi oleh pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. 



59 

 

Sementara dengan  menggunakan metode perhitungan VAF diperoleh nilai 

sebesar    0,40 atau 40% (0,047/(0,07+0,047). Nilai VAF diantara 20%-80% 

maka dikatagorikan sebagai pemediasi parsial.  Jadi pemahaman wajib pajak 

dan kepatuhan wajib pajak sebagai pemediasi parsial hubungan informasi 

publik terhadap kelanjutan usaha.  

4.2.13 Model Informasi publik mempengaruhi pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis  dimediasi oleh pemahaman wajib pajak dan 

kepatuhan wajib pajak  

Gambar 4.13 analisis dibawah ini menjelaskan pengaruh ketersediaan 

informasi public terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis yang 

dimediasi oleh variable pemahaman wajib pajak dan tingkat  kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 13 Informasi publik mempengaruhi pengembangan jaringan 

komuniksi bisnis di dimediasi oleh pemahaman wajib pajak dan 

kepatuhan wajib pajak 

 

 

 

 

 

 

Informasi publik mempengaruhi pengembangan jaringan komuniksi bisnis di 

dimediasi oleh pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak 

Sumber: Data olahan 2021 
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Tabel 4. 37 Latent Variable Coefficients. gambar 4.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefisien determinasi menggunakan R-Squared  disajikan pada tabel 4.41 

sebagai berikut: 

1. R-squared konstruk Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,473. Artinya variable 

Informasi Publik mampu mempengaruhi pemahaman wajib pajak sebesar 

47%   

2. R-squared konstruk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,474. Artinya variabel 

Informasi Publik mampu mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak sebesar 47%   

3. R-squared konstruk jaringan komunikasi bisnis sebesar 0,349. Artinya 

variabel Informasi Publik mampu mempengaruhi jaringan komunikasi bisnis 

sebesar 35 %   

Goodness of Fit atau pengujian kecocokan model berdasarkan pada Model 

fit indirect and P values dimana indikator model  fit terdiri dari APC, ARS dan 

AVIF. 

Tabel 4. 38 Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit)  

Model gambar 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latent Variable Coefficients. gambar 4.13  

 

Sumber: Data olahan 2021 

Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit)  

Model gambar 4.13 

 
                       Sumber: Data olahan 2021 
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Berdasarkan output penelitian telah memenuhi kriteria goodness of fit model 

yaitu: 

1. Avarage Path Coefficient (APC) sebesar =0.350, P<0.001 

2. Avarage R-Squared (ARS) sebesar=0.432, P<0.001 

3. Avarage Inflation Factor (AVIF) sebesar =1,935 , diterima jika <= 5, 

ideal <= 3.3 

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Idirect Effect) 

Pengujian secara tidak langsung (indirect effect) pada pertanyaan penelitian 

apakah Informasi publik mempengaruhi pengembangan jaringan komuniksi bisnis 

di dimediasi oleh pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak serta 

kelanjutan usaha. Dengan kata lain apakah pemahaman dan kepatuhan wajib pajak 

dapat memediasi pengaruh informasi publik terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis? 

Jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.43. 

Berikut ini penjelasan hasil uji pengaruh tidak langsung variabel laten tersebut: 

Pengaruh tidak langsung informasi publik terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis melalui pemahaman dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,032 

dengan P value=0,017< tingkat signifikan 0,05, maka pemahaman dan kepatuhan 

wajib pajak secara tidak langsung signifikan mempengaruhi pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis melalui informasi publik. Dengan kata lain, 

pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dapat memediasi pengaruh 

informasi publik terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis. 

Tahap selanjutnya dalam pengujian hipotesis variabel mediasi menurut 

Baron dan Kenny (1986), Hair dkk, 2011dan Kock (2011,2013) sebagai berikut: 

1. Melakukan estimasi direct effect variabel X terhadap Y  

2. Melakukan estimasi indirect effect secara simultan dengan triangle PLS SEM 

Model  
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Tabel 4. 39 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi) Model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi) Model Model 

gambar 4.13 

Pengaruh Informasi Publik Terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis 

Dimediasi Pemahman dan Kepatuhan Wajib Pajak 

  

Indirect effects for paths with 2 segments 

        Infopub     Pahamwp Patuhwp Lanjutu Jkombis 

Infopub      

Pahamwp      

Patuhwp  0.186     

Lanjutu      

Jkombis  0.161         0.047  

P Values Of Indirect Effects For Paths With 2 Segments 

      Infopub     Pahamwp Patuhwp Lanjutu Jkombis 

Infopub      

Pahamwp      

Patuhwp  0.001     

Lanjutu      

Jkombis  <0.001       0.016  

Indirect Effects For Paths With 3 Segments 

       Infopub    Pahamwp Patuhwp Lanjutu Jkombis 

Infopub      

Pahamwp      

Patuhwp      

Lanjutu      

Jkombis  0.032   

P Values Of Indirect Effects For Paths With 3 Segments 

        Infopub    Pahamwp Patuhwp Lanjutu Jkombis 

Infopub      

Pahamwp      

Patuhwp      

Lanjutu      

Jkombis  0.017      

Total Effects 

          Infopub   Pahamwp Patuhwp Lanjutu Jkombis 

Infopub      

Pahamwp 0.687     

Patuhwp  0.660       0.271    

Lanjutu      

Jkombis  0.572        0.162     0.174  

P Values For Total Effects 

           Infopub     Pahamwp Patuhwp Lanjutu Jkombis 

Infopub      

Pahamwp <0.001     

Patuhwp  <0.001         <0.001    

Lanjutu      

Jkombis  <0.001           0.004        0.003  

  

Sumber: Data Olahan 2021 
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Diketahui dari tabel 4.43 sebagai berikut: 

1. Koefisien direct effect informasi publik terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis  adalah sebesar 0,38 dan signifikan pada 

0,001  

2. Koefisien indirect effect informasi publik terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis dimediasi oleh pemahaman dan kepatuhan wajib pajak 

adalah sebesar 0,032 dan signifikan pada 0,017  

Untuk melihat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak termasuk 

mediasi penuh atau parsial digunakan prosedur Baron dan Kenny (1986), Hair dkk 

(2010), dan Kock (2011).  

Berdasarkan perbandingan koefisien direct effect dan indirect effect diperoleh 

sebagai berikut: 

Informasi publik  terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis menjadi 

menurun yaitu dari 0,38 (sign 0,001) menjadi 0,032 sign 0,017. Hal ini 

menunjukkan pola mediasi sebagian  (partial mediation) atau dengan kata lain 

pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat memediasi secara 

parsial hubungan informasi publik dan pengembangan jaringan komunikasi bisnis.  

Disimpulkan bahwa hipotesis 7a dapat diterima yaitu informasi publik 

berpengaruh langsung terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis dan 

pemahaman wajib pajak dan kepatuahan wajib pajak sebagai pemediasi parsial 

hubungan antara informasi publik dan pengembangan jaringan komunikasi bisnis. 

Sementara dengan  menggunakan metode perhitungan VAF diperoleh nilai 

sebesar    0,444 atau 44% (0,032/(0,38+0,032) berada diantara 20%-80%.  Jadi 

pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai pemediasi parsial 

hubungan informasi publik terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis. 
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4.2.14 Model Informasi publik mempengaruhi pengembangan jaringan 

komuniksi bisnis dimediasi oleh pemahaman wajib pajak dan 

kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan usaha (dengan 3 segment) 

Analisis berikut ini berkaitan dengan pengaruh ketersediaan informasi 

public terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis yang dimediasi oleh 

tiga segmen yaitu variable mediasi pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib 

pajak dan sustainability usaha UMKM di kota pekanbaru, lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Model gambar 4.14 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 14 Informasi Publik Mempengaruhi Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis dimediasi oleh Pemahaman Wajib Pajak 

dan Kepatuhan Wajib Pajak serta Kelanjutan Usaha 
 

 

 

Informasi Publik Mempengaruhi Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis 

dimediasi oleh Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak serta 

Kelanjutan Usaha 

 

 
Sumber: Data Olahan 2021 
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Koefisien determinasi menggunakan R-Squared  disajikan pada tabel 4.44 

sebagai berikut: 

1. R-squared konstruk Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,473. Artinya variable 

Informasi Publik mampu mempengaruhi pemahaman wajib pajak sebesar 

47%   

2. R-squared konstruk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,474. Artinya variabel 

Informasi Publik mampu mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak sebesar 47% 

3.  R-squared konstruk Kelanjutan usaha sebesar 0,095. Artinya variable 

Informasi Publik mampu mempengaruhi kelanjutan usaha sebesar 9,5%    

4. R-squared konstruk jaringan komunikasi bisnis sebesar 0,357. Artinya 

variabel Informasi Publik mampu mempengaruhi jaringan komunikasi bisnis 

sebesar 36 %   

Goodness of Fit atau pengujian kecocokan model berdasarkan pada Model 

fit indirect and P values dimana indikator model  fit terdiri dari APC, ARS dan 

AVIF. 

Berdasarkan output penelitian (lihat tabel 4.45) telah memenuhi kriteria 

goodness of fit model yaitu: 

1. Avarage Path Coefficient (APC) sebesar =0.350, P<0.001 

2. Avarage R-Squared (ARS) sebesar=0.432, P<0.001 

3. Avarage Inflation Factor (AVIF) sebesar =1,935 , diterima jika <= 5, 

ideal <= 3.3 

Tabel 4. 40 Latent Variable Coefficients Model Gambar 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Latent Variable Coefficients Model Gambar 4.14 

 
Sumber: Data olahan 2021 
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Tabel 4. 41 Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit) 
Model Gambar 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Idirect Effect) 

Pengujian secara tidak langsung (indirect effect) pada pertanyaan penelitian 

apakah Informasi publik mempengaruhi pengembangan jaringan komuniksi bisnis 

di dimediasi oleh pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak serta 

kelanjutan usaha. Dengan kata lain apakah pemahaman dan kepatuhan wajib pajak 

serta kelanjutan usaha dapat memediasi pengaruh informasi publik terhadap 

pengembangan jaringan komunikasi bisnis? 

Tabel 4. 42 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi)  

model gambar 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi) model gambar 4.14 

Pengaruh Informasi Publik Terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis 

Dimediasi Pemahman, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha 

 

Indirect effects for paths with 3 segments 

      INFOPUB     PAHAMWP PATUHWP LANJUTU JKOMBIS 

INFOPUB 

PAHAMWP 

PATUHWP 

LANJUTU 

JKOMBIS 0.028  

P values of indirect effects for paths with 3 segments 

       INFOPUB    PAHAMWP PATUHWP LANJUTU JKOMBIS 

INFOPUB 

PAHAMWP 

PATUHWP 

LANJUTU 

JKOMBIS 0.029 

 

Sumber: Data Olahan 2021 

 

Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit)  

Model Gambar 4.14 

 
                       Sumber: Data olahan 2021 
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Jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.46. 

Berikut ini hasil uji pengaruh tidak langsung variabel laten tersebut: 

Pengaruh tidak langsung informasi publik terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis melalui pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan 

usaha sebesar 0,028 dengan P value=0,029< tingkat signifikan 0,05, maka 

pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan usaha secara tidak 

langsung signifikan mempengaruhi pengembangan jaringan komunikasi bisnis 

melalui informasi publik. Dengan kata lain, pemahaman wajib pajak dan 

kepatuhan wajib pajak dapat serta kelanjutan usaha menjadi mediasi pada 

pengaruh informasi publik terhadap pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis. 

Tahap selanjutnya dalam pengujian hipotesis variabel mediasi menurut 

Baron dan Kenny (1986), Hair dkk, 2011dan Kock (2011,2013) sebagai berikut: 

1. Melakukan estimasi direct effect variabel X terhadap Y  

2. Melakukan estimasi indirect effect secara simultan dengan triangle PLS SEM 

Model  

Diketahui dari tabel 4.46 sebagai berikut: 

1. Koefisien direct effect informasi publik terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis  adalah sebesar 0,37 dan signifikan pada 

0,001  

2. Koefisien indirect effect informasi publik terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis dimediasi oleh pemahaman dan kepatuhan wajib pajak 

serta kelanjutan usaha adalah sebesar 0,028 dan signifikan pada 0,029  

Untuk melihat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak serta 

kelanjutan usaha termasuk mediasi penuh atau parsial digunakan prosedur Baron 

dan Kenny (1986), Hair dkk (2010), dan Kock (2011).  

Berdasarkan perbandingan koefisien direct effect dan indirect effect diperoleh 

sebagai berikut: 

Informasi publik  terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis menjadi 

menurun yaitu dari 0,374 (sign 0,001) menjadi 0,028 sign 0,029. Hal ini 

memperlihatkan model mediasi sebagian  (partial mediation) atau dengan kata 
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lain pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan usaha 

dapat memediasi secara parsial hubungan informasi publik dan pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis.  Disimpulkan bahwa hipotesis 7b dapat diterima 

yaitu informasi publik berpengaruh langsung terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis dan pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak serta 

kelanjutan usaha sebagai pemediasi parsial hubungan antara informasi publik dan 

pengembangan jaringan komunikasi bisnis. Sementara dengan  menggunakan 

metode perhitungan VAF diperoleh nilai sebesar 0,07 atau 7% 

(0,028/(0,028+0,374) berada  dibawah 20%.  Jadi pemahaman wajib pajak, 

kepatuhan wajib pajak dan kelanjutan usaha hampir tidak ada efek mediasi  antara 

hubungan informasi publik terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis. 

4.2.15 Model Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap 

Pengembangan Jaringan Komunikasi  Dimediasi Kelanjutan Usaha 

Penjelasan yang akan diterangkan pada gambar 4.15 adalah pengaruh 

variable kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis yang di mediasi oleh sustainability usaha sebagai berikut :    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 15 Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis  dimediasi kelanjutan usaha 

 

 

 

 
 

Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis  dimediasi kelanjutan usaha 

Sumber: Data olahan 2021 
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Koefisien determinasi menggunakan R-Squared  disajikan pada tabel 4.47. 

sebagai berikut: 

1. R-squared konstruk kelanjutan usaha sebesar 0,13. Artinya variable 

kepatuhan wajib pajak mampu mempengaruhi kelanjutan usaha sebesar 13% 

2. R-squared konstruk Pengembangan jaringan komunikasi bisnis sebesar 0,23. 

Artinya variable kepatuhan wajib pajak mampu mempengaruhi 

Pengembangan jaringan komunikasi bisnis sebesar 23%    

Goodness of Fit atau pengujian kecocokan model berdasarkan pada Model 

fit indirect and P values dimana indikator model  fit terdiri dari APC, ARS dan 

AVIF. 

Berdasarkan output penelitian (lihat tabel 4.48) telah memenuhi kriteria 

goodness of fit model yaitu: 

1. Avarage Path Coefficient (APC) sebesar =0.304, P<0.001 

2. Avarage R-Squared (ARS) sebesar=0.182, P<0.001 

3. Avarage Inflation Factor (AVIF) sebesar =1,124 , diterima jika <= 5, ideal 

<= 3.3 

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

 Pengujian secara tidak langsung (indirect effect) pada pertanyaan 

penelitian apakah kepatuhan wajib pajak mempengaruhi pengembangan jaringan 

komuniksi bisnis di dimediasi oleh kelanjutan usaha. Dengan kata lain apakah 

kelanjutan usaha dapat memediasi kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis? 

Tabel 4. 43 Latent Variable Coefficients Model Gambar 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

Latent Variable Coefficients Model Gambar 4.15 

 
Sumber: Data olahan 2021 
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Tabel 4. 44 Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit)  

Model Gambar 4.15 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 45 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi) 

 Gambar 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.49. 

Berikut ini hasil uji pengaruh tidak langsung variabel laten tersebut: 

Pengaruh tidak langsung kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis dimediasi oleh kelanjutan usaha  sebesar 0,044 dengan P 

value=0,121>tingkat signifikan 0,05, maka kelanjutan usaha secara tidak langsung 

tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan 

Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit) Model Gambar 4.15 

 
                       Sumber: Data olahan 2021 

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi) Gambar 4.15 

Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis Dimediasi Kelanjutan Usaha 
 

Indirect effects for paths with 2 segments 

        INFOPUB     PAHAMWP PATUHWP LANJUTU JKOMBIS 

INFOPUB 

PAHAMWP 

PATUHWP 

LANJUTU 

JKOMBIS            0.044 

 

P values of indirect effects for paths with 2 segments 

       INFOPUB PAHAMWP PATUHWP LANJUTU JKOMBIS 

INFOPUB 

PAHAMWP 

PATUHWP 

LANJUTU 

JKOMBIS             0,121 

 

Sumber: Data Olahan 2021 
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jaringan komunikasi bisnis. Dengan kata lain, kelanjutan usaha Memediasi 

kepatuhan wajib pajak Terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi 

Bisnis.  

Tahap berikut dalam pengujian hipotesis variabel mediasi menurut Baron dan 

Kenny (1986), Hair dkk, 2011dan Kock (2011,2013) sebagai berikut: 

1. Melakukan estimasi direct effect variabel X terhadap Y  

2. Melakukan estimasi indirect effect secara simultan dengan triangle PLS SEM 

Model  

Diketahui dari tabel 4.49 sebagai berikut: 

1. Koefisien direct effect kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis adalah sebesar 0,43 dan signifikan pada 

0,001  

2. Koefisien indirect effect kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis  dimediasi oleh kelanjutan usaha adalah sebesar 

0,044 dan signifikan pada 0,121  

Untuk melihat kelanjutan usaha termasuk mediasi penuh atau parsial 

digunakan prosedur Baron dan Kenny (1986), Hair dkk (2010), dan Kock (2011).  

Berdasarkan perbandingan koefisien direct effect dan indirect effect diperoleh 

sebagai berikut: 

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis  menjadi menurun yaitu dari 0,429 (sign 0,001) menjadi 0,044  tidak 

signifikan (0,121>0,05). Hal ini memperlihatkan model mediasi penuh  (full 

mediation) atau dengan kata lain kelanjutan usaha dapat memediasi secara penuh 

hubungan kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis.  Disimpulkan bahwa hipotesis 8 dapat diterima yaitu kepatuhan wajib 

pajak berpengaruh terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis dan 

kelanjutan usaha sebagai pemediasi penuh hubungan antara kepatuhan wajib pajak 

terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis.  Sementara dengan  

menggunakan metode perhitungan VAF diperoleh nilai sebesar 0,357 atau 36% 

(0,044/(0,123) berada  diantara 20%-80%.  Jadi kelanjutan usaha memediasi 
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secara parsial hubungan  antara  kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis. 

 

4.2.16 Model Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis Dimediasi oleh Pemahaman Wajib 

Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha  

 

Pada model Gambar 4.16 dibawah ini menjelaskan pengaruh Informasi 

Publik terhadap Pengembangan Jaringan komunikasi Bisnis yangdi mediasi  oleh 

tingkat kepatuhan wajib  pajak dan bekelanjutan usaha pada UMKM Kota 

pekanbaru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 16 Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis Dimediasi oleh Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan  

Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha. 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data Olahan 2021 

Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi 

Bisnis Dimediasi oleh Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan  

Kelanjutan Usaha. 
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Koefisien determinasi menggunakan R-Squared  disajikan pada tabel 4.50. 

sebagai berikut: 

1. R-squared konstruk Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,473. Artinya variable 

Informasi Publik mampu mempengaruhi pemahaman wajib pajak sebesar 

47%   

2. R-squared konstruk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,43. Artinya variabel 

Informasi Publik dan pemahaman wajib pajak mampu mempengaruhi 

Kepatuhan wajib pajak sebesar 43%   

3. R-squared konstruk Kelanjutan Usaha sebesar 0,09. Artinya variabel 

Informasi Publik dan pemahaman wajib pajak mampu mempengaruhi 

Kelanjutan usaha sebesar 9%   

4. R-squared konstruk pengembangan jaringan komunikasi bisnis sebesar 0,357. 

Artinya variabel Informasi Publik, pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib 

pajak dan kelanjutan usaha mampu mempengaruhi jaringan komunikasi 

bisnis sebesar 36 %   

Goodness of Fit atau pengujian kecocokan model berdasarkan pada Model 

fit indirect and P values dimana indikator model  fit terdiri dari APC, ARS dan 

AVIF. 

Berdasarkan output penelitian (lihat tabel 4.51) telah memenuhi kriteria 

goodness of fit model yaitu: 

4. Avarage Path Coefficient (APC) sebesar =0.340, P<0.001 

5. Avarage R-Squared (ARS) sebesar=0.340, P<0.001 

6. Avarage Inflation Factor (AVIF) sebesar =1,786 , diterima jika <= 5, ideal 

<= 3.3 

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)  

 Pengujian secara tidak langsung (indirect effect) pada pertanyaan 

penelitian apakah Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis Dimediasi oleh Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan 

Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha.  Dengan kata lain apakah Pemahaman Wajib 

Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha dapat memediasi Informasi 

Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis ? 
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Tabel 4. 46 Latent Variable Coefficients model Gambar 4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 47 Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit) 

model Gambar 4.16 

 

 

 

 

 

 

Jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.52. 

Berikut ini hasil uji pengaruh tidak langsung variabel laten tersebut: 

Pengaruh tidak langsung Informasi Publik Berpengaruh Terhadap 

Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis Dimediasi oleh Pemahaman Wajib 

Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha sebesar 0,200 dengan P 

value=0,001< tingkat signifikan 0,05, maka Informasi Publik Berpengaruh 

signifikan Terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis. Dengan kata 

lain, Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha 

memediasi informasi public Terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi 

Bisnis.  

 

 

 

Latent Variable Coefficients model Gambar 4.16 

 
Sumber: Data olahan 2021 

Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit)  

model Gambar 4.16 

 
               Sumber: Data olahan 2021 
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Tabel 4. 48 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi) 

model Gambar 4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap berikut dalam pengujian hipotesis variabel mediasi menurut Baron 

dan Kenny (1986), Hair dkk, 2011dan Kock (2011,2013) sebagai berikut: 

1. Melakukan estimasi direct effect variabel X terhadap Y  

2. Melakukan estimasi indirect effect secara simultan dengan triangle PLS SEM 

Model  

Diketahui dari tabel 4.52 sebagai berikut: 

3. Koefisien direct effect informasi publik terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis  adalah sebesar 0,376 dan signifikan pada 

0,001  

4. Koefisien indirect effect informasi publik terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis dimediasi oleh pemahaman dan kepatuhan wajib pajak 

serta kelanjutan usaha adalah sebesar 0,200 dan  signifikan pada 0,001<0,05  

Untuk melihat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan 

usaha termasuk mediasi penuh atau parsial digunakan prosedur Baron dan Kenny 

(1986), Hair dkk (2010), dan Kock (2011).  

 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi) model Gambar 4.16. 

Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis 

Dimediasi oleh Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kelanjutan 

Usaha 

 

Indirect effects for paths with 2 segments 

        Infopub Pahamwp Patuhwp        Lanjutu Jkombis 

Infopub 

Pahamwp 

Patuhwp 

Lanjutu 

Jkombis           0,200 

P Values Of Indirect Effects For Paths With 2 Segments 

         Infopub     Pahamwp Patuhwp         Lanjutu Jkombis 

Infopub 

Pahamwp 

Patuhwp 

Lanjutu 

Jkombis           0.113 

 

Sumber: Data Olahan 2021 
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Berdasarkan perbandingan koefisien direct effect dan indirect effect dilihat 

dari 3 segment diperoleh sebagai berikut: 

Informasi publik terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis  

menjadi menurun yaitu dari 0,38 (sign 0,001) menjadi 0,200 signifikan 

(0,001<0,05). Hal ini memperlihatkan model dapat memediasi secara parsial atau 

dengan kata lain pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan usaha 

dapat memediasi secara parsial hubungan informasi publik terhadap 

pengembangan jaringan komunikasi bisnis.  Disimpulkan bahwa hipotesis 7c 

dapat diterima yaitu informasi publik berpengaruh terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis dan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta 

kelanjutan usaha dapat sebagai pemediasi parsial hubungan antara informasi 

publik terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis.  Sementara dengan  

menggunakan metode perhitungan VAF diperoleh nilai sebesar 2,128  atau 

212,8% (0,200/(0,094) berada  diatas 80% sebagai pemediasi penuh.  Jadi 

pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan usaha memediasi secara 

penuh hubungan  antara  kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis. 

 

4.2.17 Model Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis Dimediasi oleh Pemahaman Wajib 

Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha (dengan 4 

segment) 

Selanjutnya pada Model gambar 4.17 berkaitandengan empat segmen  tabel 

yakni pennagruh variable ketersediaan informasi public terhadap pengembangan 

jaringan kamunikasi bisnis yang dimediasi oleh variabel pemahaman wajib pajak, 

kepatuhan wajib pajak dan sustainability usaha sebagai berikut :   
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Gambar 4. 17 Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan 

Jaringan Komuniasi Bisnis Dimediasi Oleh Pemahaan Wajib Pajak, 

Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kelanjutan Usaha 

 

Koefisien determinasi menggunakan R-Squared  disajikan pada tabel 4.53. 

sebagai berikut: 

5. R-squared konstruk Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,473. Artinya variable 

Informasi Publik mampu mempengaruhi pemahaman wajib pajak sebesar 

47%   

6. R-squared konstruk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,474. Artinya variabel 

Informasi Publik dan pemahaman wajib pajak mampu mempengaruhi 

Kepatuhan wajib pajak sebesar 47%   

Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan Jaringan Komuniasi Bisnis 

Dimediasi Oleh Pemahaan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kelanjutan 

Usaha 

 
Sumber: Data olahan 2021 
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7. R-squared konstruk Kelanjutan Usaha sebesar 0,102. Artinya variabel 

Informasi Publik dan pemahaman wajib pajak mampu mempengaruhi 

Kelanjutan usaha sebesar 10%   

8. R-squared konstruk pengembangan jaringan komunikasi bisnis sebesar 0,357. 

Artinya variabel Informasi Publik, pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib 

pajak dan kelanjutan usaha mampu mempengaruhi jaringan komunikasi 

bisnis sebesar 36 %   

Goodness of Fit atau pengujian kecocokan model berdasarkan pada Model 

fit indirect and P values dimana indikator model  fit terdiri dari APC, ARS dan 

AVIF. 

Berdasarkan output penelitian (lihat tabel 4.54) telah memenuhi kriteria 

goodness of fit model yaitu: 

7. Avarage Path Coefficient (APC) sebesar =0.258, P<0.001 

8. Avarage R-Squared (ARS) sebesar=0.351, P<0.001 

9. Avarage Inflation Factor (AVIF) sebesar =1,890 , diterima jika <= 5, ideal 

<= 3.3 

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Idirect Effect)  

 Pengujian secara tidak langsung (indirect effect) pada pertanyaan 

penelitian apakah Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis Dimediasi oleh Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan 

Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha.  Dengan kata lain apakah Pemahaman Wajib 

Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha dapat memediasi Informasi 

Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis ? 

Tabel 4. 49 Latent Variable Coefficients  Model Gambar 4.17 

 

 

 

 

 

 

Latent Variable Coefficients  Model Gambar 4.17 

 
Sumber: Data olahan 2021 
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Tabel 4. 50 Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit) Model Gambar 4.17  

 

 

 

 

 

 

Jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.55. 

Berikut ini hasil uji pengaruh tidak langsung variabel laten tersebut: 

Pengaruh tidak langsung Informasi Publik Berpengaruh Terhadap 

Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis Dimediasi oleh Pemahaman Wajib 

Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha sebesar 0,004 dengan P 

value=0,255 > tingkat signifikan 0,05, maka Informasi Publik Berpengaruh tidak 

signifikan Terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi Bisnis. Dengan kata 

lain, Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha 

Memediasi informasi public Terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi 

Bisnis.  Walaupun pengaruhnya tidak signifikan maka pengaruh ketersediaan 

informasi Publik terhadap pengembangan jaringan komunikasi dapat dikatakan 

pengaruh penuh, artinya pengembangan jaringan komunikasi bisnis secara 

langsung di pengaruhi oleh ketersediaan informasi public tanpa harus dimediasi 

oleh variable-variabel lainnya   

Tahap berikut dalam pengujian hipotesis variabel mediasi menurut Baron 

dan Kenny (1986), Hair dkk, 2011dan Kock (2011,2013) sebagai berikut: 

3. Melakukan estimasi direct effect variabel X terhadap Y  

4. Melakukan estimasi indirect effect secara simultan dengan triangle PLS SEM 

Model  

 

 

 

 

 

Tabel 4.47 Pengujian Kecocokan Model (Goodness of Fit) Model Gambar 4.17  

 
                       Sumber: Data olahan 2021 
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Tabel 4. 51Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi) 

Model  Gambar 4.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui dari tabel 4.55 sebagai berikut: 

5. Koefisien direct effect informasi publik terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis  adalah sebesar 0,37 dan signifikan pada 

0,001  

6. Koefisien indirect effect informasi publik terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis dimediasi oleh pemahaman dan kepatuhan wajib pajak 

serta kelanjutan usaha adalah sebesar 0,004 dan tidak signifikan pada 0,255 

>0,05  

Untuk melihat kelanjutan usaha termasuk mediasi penuh atau parsial 

digunakan prosedur Baron dan Kenny (1986), Hair dkk (2010), dan Kock (2011).  

Berdasarkan perbandingan koefisien direct effect dan indirect effect dilihat dari 4 

segment diperoleh sebagai berikut: 

Informasi publik terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis  menjadi 

menurun yaitu dari 0,37 (sign 0,001) menjadi 0,004 tidak signifikan (0,255>0,05). 

Hal ini memperlihatkan model mediasi penuh  (full mediation) atau dengan kata 

lain pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan usaha dapat 

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) (Mediasi) Model  Gambar 4.17 

Informasi Publik Berpengaruh Terhadap Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis Dimediasi oleh Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan 

Wajib Pajak dan Kelanjutan Usaha 
 

Indirect effects for paths with 4 segments 

        Infopub Pahamwp Patuhwp Lanjutu Jkombis 

Infopub 
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Jkombis 0.004 

P Values Of Indirect Effects For Paths With 4 Segments 

       Infopub Pahamwp Patuhwp Lanjutu Jkombis 

Infopub 

Pahamwp 

Patuhwp 

Lanjutu 

Jkombis 0.255 

Sumber: Data Olahan 2021 
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memediasi secara penuh hubungan informasi publik terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis.  Disimpulkan bahwa hipotesis 7c dapat diterima 

yaitu informasi publik berpengaruh terhadap pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis dan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan usaha sebagai 

pemediasi penuh hubungan antara informasi publik berpengaruh terhadap 

pengembangan jaringan komunikasi bisnis.  Sementara dengan  menggunakan 

metode perhitungan VAF diperoleh nilai sebesar 0,011 atau 1,1% 

(0,004/(0,004+0,37) berada  dibawah 20%.  Jadi pemahaman dan kepatuhan wajib 

pajak serta kelanjutan usaha hampir tidak ada efek mediasi hubungan  antara  

kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis.   
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4.3 Pembahasan 

Berdasarkan pengolahan data statistic Secara Parsial Variabel Laten 

Eksogen dan Endogen  dengan menggunakan WarpPLS 3  diperoleh hasil bahwa 

Informasi Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Pemahaman Wajib Pajak 

sehingga hipotesis 1.1 dapat diterima. Selanjutnya informasi publik juga 

berpengaruh positif signifikan terhadap Pemahaman Wajib karena itu hipotesis 

1.2 dapat diterima. Kemudian informasi publik berpengaruh positif signifikan 

terhadap kelanjutan usaha oleh sebab itu hipotesis 1.3 dapat diterima. Informasi 

Publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis sehingga hipotesis 1.4 dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial informasi public berpengaruh positif signifikan terhadap 

pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kelanjutan usaha dan 

pengembangan jaringan komunikasi bisnis.  

Ditinjau dari besarnya pengaruh informasi publik terhadap sebagai berikut 

pemahaman wajib pajak sebesar  47%, kepatuhan wajib pajak 43%, kelanjutan 

usaha 9% dan pengembangan jaringan komunikasi 32%, sementara sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Meskipun persentasi pengaruh informasi public 

dibawah 50% berkaitan dengan informasi perpajakan sudah cukup memberikan 

penjelasan bahwa informasi publik merupakan bagian yang berperan penting 

dalam kehidupan pelaku UMKM. Hal ini disebabkan oleh adanya Kemudahan 

Akses Infromasi Publik baik dari media konvensional maupun new media.  

Akses infromasi public konvensional  meliputi media eletronik seperti 

TV,radio, media cetak massa maupun nirmassa seperti Koran, majalah, brosur dan 

lainnya yang digunakan responden untuk memperoleh informasi Publik mengenai 

perpajakan. Begitu juga dengan akses informasi dari new media meliputi, 

WhatsApp (WA), Face book, Medsos, Youtube, Web. Instagram, internet. Mereka 

setuju bahwa konten informasi public yang disampaikan oleh media konvensional 

dan new media tersebut cukup jelas dari penyampaian isi dan mudah  dipahami. 

Mereka juga menyatakan setuju bahwa tujuan mengakses informasi public adalah 

sebagai sarana pendidikan (edukasi) dan memperbaharui (update) informasi 

diantaranya mengenai perpajakan. 
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Pada Pengembangan Jejaringan Komunikasi Bisnis (Business 

Communication Network Development) diperoleh hasil yaitu: 1). Pelaku UMKM 

menyatakan kurang setuju bahwa bermitra dengan pemerintah atau Asosiasi dapat 

membantu jaringan komunikasi bisnis. 2). Mereka  membangun jaringan 

komunikasi sering secara Off_line. 3). Mereka sangat sering dalam 

mengembangan jaringan komunikasi bisnis secara online.  

Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak sehingga  hipotesis 2.1 dapat diterima. Pemahaman Wajib Pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap Kelanjutan Usaha karena itu hipotesis 2.2 

dapat diterima. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 

Pengembangan Jaringan Komunikasi bisnis oleh sebab itu hipotesis 2.3 dapat 

diterima. Jadi disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kelanjutan usaha 

dan pengembangan jaringan komunikasi bisnis.  

Berdasarkan uji statistik diperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak 

UMKM rendah. Besarnya pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak adalah 4%, kelanjutan usaha 9%, dan pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis sebesar 2%. Rendahnya pemahaman wajib pajak UMKM 

disebabkan oleh karena mereka kurang memahami mengenai Ketentuan Pajak 

tentang pelaporan, pembayaran dan saksi pajak. Mereka kurang memahami jenis 

penghasilan usaha yang dapat dikenai pajak (PKP) bagi UMKM. Namun mereka 

cukup memahami untuk menghitung sendiri pajak  penghasilan yang mesti 

dibayar. 

Pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya haruslah mengetahui 

perkembangan dan kemajuan usahanya. Salah satu caranya adalah dengan 

mengetahui kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan 

keuangan. Untuk dapat menyusun laporan keuangan haruslah memiliki ilmu 

akuntansi.  Hendrawati  (2017) menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi 

berpengaruh terhadap pengggunaan informasi akuntansi pada UMKM. 

Pengetahuan akuntansi dan pemahaman akuntansi diperlukan untuk menggali dan 
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memahami berbagai informasi berkaitan dengan akuntansi, perpajakan dan 

investasi.  

Akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan berbeda, namun keduanya 

perlu diketahui dan dipahami terutama oleh pelaku UMKM sebagai wajib pajak. 

Pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak (Machfuzhoh & Pratiwi, 2021). Ditambahkan oleh 

Sumianto & Kurniawan (2015) bahwa pemahaman ketentuan pajak dan 

pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Selanjutnya kajian tentang kepatuhan wajib pajak, dinyatakan bahwa 

Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Keberlanjutan 

Usaha sehingga hipotesis 3.1 dapat diterima. Kemudian Kepatuhan Wajib Pajak 

berpengaruh  positif signifikan terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi 

Bisnis karena itu hipotesis 3.2 dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap 

keberlanjutan usaha dan pengembangan jaringan komunikasi bisnis.  

Kajian berikutnya adalah melihat besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak. 

Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha sebesar 13%, 

dan terhadap pengembangan jaringan komunikasi sebesar 22% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. Meskipun rendah kontribusi kepatuhan wajib pajak 

pelaku UMKM, namun dari hasil angket mereka menyatakan patuh dalam 

membayar semua jenis pajak kecuali yang tidak dikenakan. Mereka setuju 

menyampaikan SPT pajak sesuai dengan Jadwal yang telah di tentukan dan  

setuju membayar pajak sesuai dengan ketentuan tarif pajak serta setuju memberi 

data berkaitan pajak dengan mengutamakan kejujuran, kebenaran dan 

kelengkapan.  

Pembahasan selanjutnya berkenaan dengan pengaruh keberlanjutan usaha 

terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis. Keberlanjutan Usaha 

berpengaruh positif signifikan terhadap Pengembangan Jaringan Komunikasi 

Bisnis sehingga hipotesis 4 dapat diterima. Besarnya pengaruh keberlanjutan 

usaha adalah sebesar 7% terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis, 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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Kajian keberlanjutan (sustainability) usaha pelaku UMKM, mereka 

menyatakan pertama sudah nyaman dalam  menjalankan/ melanjutkan usaha 

karena memiliki kelengkapan perizinan usaha. Kedua, dengan izin usaha yang 

dimiliki tersebut, mereka merasa diberlakukan/diberi kesempatan yang sama serta  

mampu bersaing  dengan pengusaha lain. Ketiga mereka optimis usaha bisa 

berlanjut dengan memiliki fasilitas usaha dan situasi yang mendukung. Keempat 

dengan adanya kebijakan pemerintah menurunkan tarif pajak dapat membantu 

keberlangsungan usaha pelaku UMKM selama Pandemi Covid 19. Kelima mereka 

sangat optimis usaha  dapat berkembang bila diberi kemudahan mendapatkan 

tambahan modal dari pihak ketiga (bank, koperasi, Lembaga keuangan dan lain-

lain), 

Sementara itu hasil analisis  mengenai antar Variabel Laten Eksogen dan 

Endogen yang Memiliki Variabel Mediasi berhubungan  pengujian pengaruh antar 

variabel laten yang memilki variabel mediasi dapat dilihat pada  penjelasan 

berikut ini. 

1. Informasi publik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dan pemahaman wajib pajak sebagai pemediasi parsial sehingga 

hipotesis 5 dapat diterima.  

2. Informasi publik berpengaruh terhadap kelanjutan usaha yang signifikan 

menunjukkan pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai 

variabel pemediasi parsial.   Disimpulkan bahwa hipotesis 6 dapat diterima 

yaitu informasi publik berpengaruh positif signifikan terhadap Kelanjutan 

usaha dimediasi oleh pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. 

3. Informasi public berpengaruh positif signifikan terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis dimediasi oleh pemahaman dan kepatuhan wajib 

pajak. Disimpulkan bahwa hipotesis 7a dapat diterima yaitu informasi publik 

berpengaruh langsung terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis 

dan pemahaman wajib pajak dan kepatuahan wajib pajak sebagai pemediasi 

parsial hubungan antara informasi publik dan pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis. 
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4. Informasi publik berpengaruh terhadap pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis dan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan usaha 

dapat sebagai pemediasi parsial hubungan antara informasi publik terhadap 

pengembangan jaringan komunikasi bisnis sehingga hipotesis 7b dapat 

diterima dilihat dari 3 segmen/path 

5. Informasi publik berpengaruh terhadap pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis dan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan usaha 

sebagai pemediasi penuh hubungan antara informasi publik berpengaruh 

terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis sehingga hipotesis 7c 

dapat diterima dari 4 segmen/path 

6. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis  menjadi menurun sehingga memperlihatkan model 

mediasi penuh  (full mediation). Kata lain kelanjutan usaha dapat memediasi 

secara penuh hubungan kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis.  Disimpulkan bahwa hipotesis 8 dapat diterima 

yaitu kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis dan kelanjutan usaha sebagai pemediasi penuh hubungan 

antara kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis.  

Berdasarkan uji model  (Goodness Of Fit Test) dari tabel 4.52 maka 

diperoleh model yang terbaik pada hipotesis ke-5 yaitu:Informasi Publik 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimediasi Pemahaman Wajib 

Pajak karena memiliki  Avarage R-squared (Avarage r
2
=47%) dan Avarage Path 

Coefficient (APC=47%) yang lebih tinggi dari pernyataan hipotesis yang lain.  
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Tabel 4. 52 Membandingkan Model Yang Terbaik (Goodness Of Fit Test) 

Dari Hasil Uji Statistik 

No H PERNYATAAN HIPOTESIS Mediasi ARS AVIF APC 

1 5 
Informasi Publik berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dimediasi 

Pemahaman Wajib Pajak 

Parsial 
0,473 1,880 0,477 

2 6 
Informasi Publik berpengaruh 

terhadap Kelanjutan Usaha 

Dimediasi Pemahaman Wajib Pajak 

Parsial 
0,350 1,975 0,310 

3 

7a 

(2jal

ur) 

Informasi Publik berpengaruh 

terhadap Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis Dimediasi 

Pemahaman Wajib Pajak, kepatuhan 

wajib pajak dan kelanjutan usaha 

Parsial 

0,347 1,867 0,344 

4 

7b 

(3jal

ur) 

Informasi Publik berpengaruh 

terhadap Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis Dimediasi 

Pemahaman Wajib Pajak, kepatuhan 

wajib pajak dan kelanjutan usaha 

Parsial 

0,349 1,816 0,308 

5 

7c 

(4jal

ur) 

Informasi Publik berpengaruh 

terhadap Pengembangan Jaringan 

Komunikasi Bisnis Dimediasi 

Pemahaman Wajib Pajak, kepatuhan 

wajib pajak dan kelanjutan usaha 

penuh 

0,351 1,890 0,258 

8 8 

kepatuhan wajib pajak berpengaruh 

terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi  dimediasi kelanjutan 

usaha 

Penuh 

0,187 1,125 0,309 

 

Keterangan: 

ARS = Avarage R-squared 

AVIF = Avarage Variance Inflation Factor 

APC = Avarage Path Coefficient 

H  = Hipotesis 
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian Andi Syahruddin Alam dan 

Muhammad Iqbal Sultan (2016) ketersediaan infomasi publik berdampak terhadap 

audiens. Seperti informasi tentang ketentuan perpajakan bagi UMKM. Tatik 

(2018) menyatakan  bahwa Pertama, sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM,  tidak ada pelaku 

UMKM yang patuh pajak dikarenakan:  pertama mereka  tidak tahu adanya PP 

tersebut.  Kedua mereka yang tahu tidak bisa melaksanakan kewajiban pajak 

disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengurus pembukuan 

dan perpajakan. Kedua sebab ini dipandang sebagai suatu hal yang merepotkan 

dan tidak mampu mengurus sendiri. Kedua, setelah diberlakukan PP no. 23 tahun 

2018, semua pelaku UMKM mengapresiasi kebijakan penurunan tarif  pajak  dari 

1% menjadi 0,5% dan bersedia bayar pajak, karena itu mereka butuh informasi 

lebih detail, bimbingan serta pelayanan ramah dan mudah dari kantor pajak. 

Kebijakan pemerintah menurunkan tarif pajak bagi Pelaku UMKM, 

mendorong mereka untuk memiliki pengetahuan melaporkan pajak mereka.  Salah 

satu  Pengetahuan akuntansi dan pemahaman akuntansi dengan baik  diperlukan 

dalam rangka menggali dan memahami berbagai informasi yang berkaitan dengan 

akuntansi, perpajakan dan investasi. Hendrawati (2017) menyatakan bahwa (1). 

Pengetahuan akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

pengggunaan informasi akuntansi pada UMKM. (2). Jenjang pendidikan, latar 

belakang pendidikan, masa memimpin perusahaan, skala usaha secara parsial 

tidak mempengaruhi pengggunaan informasi akuntansi. 

Ditambahkan oleh Kalsum dkk (2016) bahwa yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. 

Faktor yang dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran 

wajib pajak.  

Sumianto dan Heni (2015) menyatakan bahwa (1) Kepatuhan pajak 

dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan pajak. Wajib 

pajak tidak membayar pajak disebabkan oleh tingginya tingkat kesulitan 

perpajakan, diantaranya keharusan paham akuntansi dan ketentuan perpajakan. 
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Semakin tinggi pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan, maka akan 

semakin baik pelaksanaan perpajakan dan akan semakin tinggi kepatuhan pajak.  

Selanjutnya Widayanti dkk  (2017) yang meneliti Pengaruh  Financial  

Literacy  Terhadap Keberlangsungan  Usaha (Business Sustainability) Pada 

UMKM. Disimpulkan bahwa pengetahuan keuangan (financial literacy) 

berpengaruh terhadap business sustainability UMKM.  

Berdasarkan analisis statistik dalam kajian ini yakni hubungan variabel 

ketersediaan informasi publik terhadap sustainability usaha dan pengembangan 

jaringan komunikasi bisnis dinyatakan berpengaruh positif terhadap variabel 

endogen tersebut. Namun apabila pengaruh  variavel eksogen berupa ketersediaan 

informasi publik terhadap perkembangan jaringan komunikasi bisnis yang 

dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak maka fungsi variabel keterbukaan informasi 

menjadi madiasi penuh. Kata lain, perkembangan komunikasi bisnis UMKM  

sangat erat hubungannya dengan ketersediaan informasi publik yang di akses oleh 

UMKM. Ditambahkan bahwa pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap 

perkembangan komunikasi bisnis UMKM tidak dapat diabaikan. Maksudnya 

untuk mengembangakan jaringan komunikasi bisnis UMKM di era poin 0.5 

seperti sekarang ini, maka keberadaan informasi publik yang dapat di akses oleh 

UMKM tidak bisa dianggap remeh, bahkan dapat di katakan sebagai unsur yang 

penting dalam mengembangkan jaringan komunikasi bisnis di kalangan UMKM. 

Disisi lain, pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak cukup positif atau lebih tinggi berbanding pengaruh 

pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan, hal ini menandakan bahwa 

ketersediaa informasi public akan lebih mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak berbanding dengan pengaruh pemahaman wajib pajak 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Fenomena ini, cukup aprisiatif dimana ketersediaan informasi publik 

tentang pesan perpajakkan, dapat dikatakan telah memicu lahirnya kesadaran 

wajib itu sendiri. Menurut peneliti hal ini sangat bisa saja terjadi karena dengan 

ketersediaan informasi yang cukup didapati oleh wajib pajak, membuat mereka 

mampu memutuskan apa yang harus di lakukannya. Pada konteks lain peranan 
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media atau informasi publik sudah menjadi media pembelajaran sosial oleh 

masyarakat mengenai perpajakan. Dengan demikian keberadaan media yang 

selama ini lebih di dominasi media sebagai fungsi hiburan tetapi media juga telah 

memainkan fungsinya sebagai social education (pembelajaran sosial).  



 
 

 
 

BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

UMKM merupakan salah satu entitas yang menerima manfaat dari  informasi 

publik. Informasi perpajakan merupakan informasi yang penting bagi pemerintah, 

perusahaan besar, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pajak merupakan 

sumber pendapatan bagi Negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

Penerimaan pajak dari UMKM setiap tahun mengalami peningkatan meskipun sangat 

kecil. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah termasuk menurunkan tarif 

pajak bagi UMKM, namun belum berdampak optimal bagi penerimaan Negara.  

Rendahnya penerimaan pajak dari UMKM disebabkan oleh banyak factor, 

diantaranya ketersediaan informasi, pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, 

kelanjutan usaha dan pengembangan jaringan komunikasi bisnis. Oleh karena itu 

perlu dilakukan kajian.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa secara parsial hipotesis 1 

sampai 4 dapat diterima. 

1.  Informasi public secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kelanjutan usaha dan 

pengembangan jaringan komunikasi bisnis.  

2. Pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak, kelanjutan usaha dan pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis.  

3. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap 

keberlanjutan usaha dan pengembangan jaringan komunikasi bisnis. 

4. Keberlanjutan Usaha berpengaruh positif signifikan terhadap Pengembangan 

Jaringan Komunikasi Bisnis. 
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5. Informasi publik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dan pemahaman wajib pajak sebagai pemediasi parsial sehingga hipotesis 5 

dapat diterima.  

6. Informasi publik berpengaruh terhadap kelanjutan usaha yang signifikan 

menunjukkan pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai 

variabel pemediasi parsial.   Disimpulkan bahwa hipotesis 6 dapat diterima yaitu 

informasi publik berpengaruh positif signifikan terhadap Kelanjutan usaha 

dimediasi oleh pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. 

7. Informasi public berpengaruh positif signifikan terhadap pengembangan jaringan 

komunikasi bisnis dimediasi oleh pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. 

Disimpulkan bahwa hipotesis 7a dapat diterima yaitu informasi publik 

berpengaruh langsung terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis dan 

pemahaman wajib pajak dan kepatuahan wajib pajak sebagai pemediasi parsial 

hubungan antara informasi publik dan pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis. 

8. Informasi publik berpengaruh terhadap pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis dan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan usaha dapat 

sebagai pemediasi parsial hubungan antara informasi publik terhadap 

pengembangan jaringan komunikasi bisnis sehingga hipotesis 7b dapat diterima 

dilihat dari 3 segmen/path 

9. Informasi publik berpengaruh terhadap pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis dan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta kelanjutan usaha sebagai 

pemediasi penuh hubungan antara informasi publik berpengaruh terhadap 

pengembangan jaringan komunikasi bisnis sehingga hipotesis 7c dapat diterima 

dari 4 segmen/path 

10. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan jaringan komunikasi 

bisnis  menjadi menurun sehingga memperlihatkan model mediasi penuh  (full 

mediation). Kata lain kelanjutan usaha dapat memediasi secara penuh hubungan 

kepatuhan wajib pajak terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis.  
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Disimpulkan bahwa hipotesis 8 dapat diterima yaitu kepatuhan wajib pajak 

berpengaruh terhadap pengembangan jaringan komunikasi bisnis dan kelanjutan 

usaha sebagai pemediasi penuh hubungan antara kepatuhan wajib pajak terhadap 

pengembangan jaringan komunikasi bisnis.  

5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Pelaku UMKM agar mengikuti pelatihan tentang perpajakan dan pembukuan/ 

akuntansi agar memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya 

pelaporan keuangan sebagai dasar perhitungan pajak. 

2. Pemerintah perlu mensosialisasikan secara optimal tentang ketentuan perpajakan 

melalui pemanfaatan akses media konvensional dan  new media  

3. Pemerintah perlu meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitas diantaranya 

pengembangan jaringan komunikasi bisnis kepada UMKM agar dapat 

memasarkan produk sehingga bisa berkembang dan berlanjut (sustainability) 

4. Bagi peneliti selanjutnya agar  memperhatikan aspek ekonomi, politik perilaku 

individu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya kesulitan dalam memperoleh 

data. Hal ini disebabkan adanya ketidaknyamanan responden ketika diberi kuisioner. 

Ada yang suka rela mengisi dan ada yang menolak dengan alas an takut ditagih pajak 

oleh fiskus berdasarkan data yang mereka isi. Karena itu dalam penelitian ini perlu 

memiliki petugas pengumpul data yang mampu dari sisi keilmuan dan berperilaku 

baik serta bermental kuat sehingga bisa meyakinkan responden ketika menyebarkan 

kuisioner.  
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